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BUPATI KAMPAR 
PRO VINSI RIAU 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI KAMPAR 

NOMOR 7 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 31 TAHUN 

2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020-2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAMPAR, 

Menimbang a. bahwa dampak reformasi Birokrasi dalam 

mendukung capaian sasaran pembangunan Nasional 

dan daya saing Indonesia dalam kancah 

internasional belum optimal sehingga diperlukan 

penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan 

kondisi yang akan dicapai pada level dampak fokus 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Peraturan 

Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

Kampar Tahun 2020-2024 perlu dilakukan 

penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi 

Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, 

setiap Daerah harus menyusun Road Map Reformasi 

Birokrasi; 



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 

2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 



S. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor : PER/ 15/M.PAN/7/2008 tentang 

Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 44 1) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 31 TAHUN 2021 

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020-

2024. 

Pasal 4 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

Kampar Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN 

REFORMASI BIROKRASI 

BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 

BAB IV SASARAN DAN STRATEGIS PELAKSANAAN 

REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024 

BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI 

BIROKRASI TAHUN 2020-2024 

BAB VI PENUTUP 

(2) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam rencana aksi 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020. 

(3) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

Kampar Tahun 2020-2024 sebagimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi 



Pasal II 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar. 

Ditetapkan di Bangkinang 

pada tanggal 20 Maret 2024 

Pj. BUPATI KAMPAR, 

ttd 

HAMBALI 

Diundangkan di Bangkinang 

pada tanggal 20 Maret 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KAMPAR 

ttd 

YUSRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 7 

Sa an sesu. i dengan aslinya 
K -Ai LABA. ANHUKUM 

/ 

KHAIUMAN, SH 
Pembina Tk.I 
Nip. 19671021 200012 1001 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAMPAR 

NOMOR 7 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

KAMPAR NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 

2020-2024 

BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Reformasi Birokrasi di Indonesia merupakan agenda utama yang menjadi 

pusat perhatian dalam menyukseskan Good Governance. Berhasilnya 

Reformasi Birokrasi akan berdampak langsung dengan pelaayanan publik 

prima bagi masyarakat. Orientasi utama dalam Reformasi Birokrasi adalah 

Kinerja dan Pelayanan Publik, untuk itu Layanan Prima merupakan target 

utama yang wajib terpenuhi dalam sebuah Reformasi Birokrasi yang meliputi 

Kolaboratif, Inovatif dan Sinergi antara instansi dan visi presiden. Merujuk 

kepada lima prioritas kerja Presiden Republik Indonesia 2019 - 2024 dalam 

urusan Reformasi Birokrasi yaitu kecepatan melayani dan memberi izin; 

menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebat dalam pola birokrasi lama; 

dan adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif. 

Saat mi diperlukan aksi dengan pola konstruktif untuk mewujudkan 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sesungguhnya. Kinerja yang berbasis 

outcomes yang harus diberikan untuk memenuhi output kinerja. Untuk itu 

diperlukan lima hal dalam mendukung untuk mewujudkan hal tersebut yaitu: 

1. Perbaikan tata kelola kelembagaan 

2. Transformasi digital 

3. Deregulasi kebijakan 

4. Peningkatan profesional Sumber Daya Manusia 

5. Efektivitas pengawasan internal 

Dari lima hal tersebut harapannya dapat mencapai tujuan dalam Reformasi 

Birokrasi yaitu Pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemenintah yang 

efektif dan efisien serta pemerintah dengan pelayanan publik yang 

berkualitas. Maka karakteristik dari paradigma lama yaitu pemerintahan yang 

tidak melakukan perubahan, dengan tampilan statis sudah tidak akan 

mempenlambat tujuan Reformasi Birokrasi nasional. 



Reformasi Birokrasi disusun sesuai dengan rencana strategis 

merupakan bagian dari Tata Kelola Pemerintahan. Tata Kelola Pemerintahan 

yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional sesuai yang 

diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

2005-2025, yang juga didukung dengan RPJMD, sehingga membentuk pola 

kerja yaitu manajemen talenta dan pelaksanaan sistem merit, yang telah 

menyesuaikan kebutuhan dan kharakter lokal. Penyesuaian kebutuhan mi 

merupakan sebuah strategi dalam mempercepat Reformasi Birokrasi pada 

sektor pilihan, sehingga mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi 

nasional. 

Saat mi sudah masuk periode yang ketiga dalam Road Map Reformasi 

Birokrasi tahun 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2024 yang merupakan 

periode terakhir dari Grand Design. Hasil akhir yang diharapkan adalah 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), budaya 

birokrasi pemerintah yang professional, berintegritas tinggi, pelayan 

masyarakat dan abdi negara. Dimaknai dengan Tata Kelola Pemerintah di 

Indonesia baik Pusat maupun Daerah sudah siap dengan kinerja yang balk 

dan pelayanan kepada publik yang baik karena sudah beradaptasi dalam 

setiap tahapan dari Road Map Reformasi Birokrasi, 

Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024 adalah Memperkuat 

Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, agenda mi 

menunjukan bahwa Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap 

bangsa, memberikan rasa arnan serta pelayanan publik yang berkualitas pada 

seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan 

terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Berikut grand design 

reformasi birokrasi dibagi dalam tiga periode yaitu metamorfosis periode 

Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. 

Gambar 1.1. Metamorfosis Periode Reformasi Birokrasi Indonesia 2010 - 2024 

2010; Ruled Based 
Bureaucracy. 

Periode 1(2010-2014) 
000000 

2014; Peiforniance Based 
Bureaucracy 

Periode 11(2015-2019) 
00000 World Class 

Bureaucracy 

2019; Dynamic Governance 

Periode III (2020-2025) 
000000 



Saat mi Reformasi Birokrasi telah masuk periode ketiga (2020-

2024) atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 

(2010-2025). Pada akhir periode Grand Design RB Tahun 2010-

2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 

2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan 

birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola 

pemerintahan (governance), semakin baik pula hasil 

pembangunan (development outcomes). Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya 

dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan 

kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata 

yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. 

Grand Design yang telah terbentuk telah membentuk pola 

birokrasi nya sendiri, yang dimulai dengan pada periode pertama yaitu 

Old Public Administration, sama hal nya yang telah dibahas dalam Road 

Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kampar pada masa itu 

dengan targen pemerintahan yang bersih bebas KKN, Kapasitas dan 

Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik 

Yang baik. New Public Management terefleksi pada periode kedua, 

pemenuhan dari implementasi yang telah disiapkan pada periode 

pertama sehingga akan fokus kepada komponen yang strategis. Saat mi 

sedang berada dimasa periode ketiga membentuk governance atau tata 

kelola, melakukan peningkatan besar-besaran pada K/L dan juga 

Pemerintah Provinsi/Kabupaten Kota sehingga mampu menyongsong visi 

utama yaitu World Class Bureaucracy. 

Hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa 

upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya 

berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan 

masyarakat. Umpan balik dari berbagai pihak atas 

pelaksanaan RB selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa 

upaya RB yang telah dilakukan belum berdampak langsung 

pada perbaikan berbagai capaian indikator nasional dan 

internasional balk yang terkait dengan Pembangunan Nasional, 

daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. 

Salah satu fokus dalam penajaman Road Map RB 2020-2024 

adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar 

lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Nasional, 

serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan 

permasalahan khas birokrasi Indonesia. 



ARAH KEBIJAKAN 
PELAKSANAAN 

REFORMASI BIROKRASI 

PROBLEM HILIR 

PROBLEM HULU 

RB MEMPERBAUCI 
MANAJEMEN INTERNAL 

SELUFWHIN$TANSI 
FEMERINTAH 

Upaya menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang 

belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan 

Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, 

kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta 

ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan 

digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan 

mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif 

dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang 

berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang 

lebih profesional. 

Double track, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang 

disebut dengan Reformasi Birokrasi General, serta fokus 

penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. 

Gambaran dua fokus Reformasi Birokrasi sebagaimana terlihat 

pada Gambar 1.2. 

Gambar 1.2. Double Track Fokus Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi secara nasional 

RB MEMPERCEPAT 
PELAKSANAAN AGENDA 

PEMBANGU NAN 
NASIONAL 

Sumber: Kementerian PANRB, 2023 

Gambar 1.2, disebut dengan RB Tematik, sementara 

untuk memperbaiki manajemen internal seluruh instansi 

Pemerintah disebut dengan RB General. Selanjutnya Gambaran 

fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road 

Map RB 2020-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan 

Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman. 



Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan upaya 

sinkornisasi untuk mendukung suksesnya agenda Reformasi 

Birokrasi. Dengan hal tersebut maka kualitas pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kampar searah dengan 

pembangunan Reformasi Birokrasi Nasional dan dapat 

dirasakan dampaknya untuk pelayanan kepada masyarakat. 

Hasil Penilaian dari Kemenpan RB untuk Kabupaten Kampar 

pada tahun 2021 dalam penilaian tingkat akuntabilitas kinerja 

atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap 

penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan 

pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented 

government) dengan nilai 62,30 atau predikat B. 

Hasil penilaian tersebut menjadi evaluasi internal bagi 

Pemerintah Kabupaten Kampar untuk lebih meningkatkan 

capaian kinerja, melalui efektivitas dan efisiensi penggunaan 

anggaran sesuai dengan catatan yang diberikan. Adapun upaya 

perbaikan dilakukan Tahun 2022 adalah: 

1. Menetapkan agen perubahan dan meningkatkan internalisasi 

pembangunan 

2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan roadmap RB 

tahun 2020-2022 

3. Menyusun peta proses bisnis Kabupaten dan peta proses 

bisnis OPD 

4. Melaksanakan survei kepuasan masyarakt melalui aplikasi 

e- skm 

Upaya tersebut menjadi langkah dari Pemerintah 

Kabupaten Kampar untuk lebih siap dalam meningkatkan 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Melakukan sinkronisasi 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan OPD dengan 

penajaman yang sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi 

Kabupaten Kampar 

1.2. Dasar Hukum 

Adapun dasar hukum pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi 

Provinsi Riau adalah sebagai berikut: 



1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-

undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 6402) 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-

2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3 tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020-2024( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 233). 



1.3. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 

2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 maka sistematika 

penulisan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kampar 

2020-2024 adalah sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Dasar Hukum 

1.3. Sistematika Penulisan 

Bab II. Gambaran Birokrasi Instansi Pemerintah 

2.1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kampar 

2.2. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten 

Kampar 

Bab III. Agenda Reformasi Birokrasi 

3.1. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kampar 

3.2. Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Kabupaten 

Kampar 

3.3. Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten 

Kampar 

Bab IV. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

4.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

4.2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

Bab V. Penutup 



BAB II 

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH 

2.1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kampar 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kampar secara berkala 

telah mengalami perjalanan dimulai dari 2015-2019 dan secara ter-us 

menerus berproses untuk pelaksanaan agenda RB pada Tahun 2020-2024. 

Secara umum upaya peningkatan yang dilakukan dalam pelaksanaan RB di 

Kabupaten Kampar, nilai Indek Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kampar 

sejak tahun 2020-2022 sebagaimana pada Tabel berikut: 

Tabel 2.1. Perkembangan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten 

Kampar Tahun 2020-2022 

Sumber: Pemerintah Kabupaten Kampar, 2023 

NO INDEKS TARGET CAPAIAN PERSENTASE 

REFORMASI RPJMD 

BIROKRASI 

1 2020 69.31 52,43 75,7% 

2 2021 69.52 55,37 79,7% 

3 2022 70 57,52 82,2% 

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat terlihat adanya peningkatan bobot skor. 

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kampar tahun 2020-2022 mengalami 

peningkatan secara periodik. Sesuai dengan Permenpan Nomor 26 Tahun 

2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi nilai Indeks 

Reformasi Birokrasi Kabupaten Kampar termasuk kategori CC, dengan 

interpretasi bahwa penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara 

substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi juga upaya 

peningkatan kualitas dari sumber daya manusia (ASN). 

Tabel 2.2. Nilai PMPRB Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kampar Tahun 2020-2022 

NO PERANGKAT DAERAH
NILAI PMPRB 

2020 2021 2022 

1 DINAS KESEHATAN 29,88 32,78 35,99 

2 DINAS KOMINFO 32,32 34,75 36,23 

3 INSPEKTORAT 32,66 33,86 33,84 

4 DISDIKPORA 32,43 32,04 29,03 

5 BPKAD 33,92 34,81 35,31 

6 BAPPEDA 27,74 27,92 23,92 



Sumber: Pemerintah Kabupaten Kampar, 2023 

7 SETDA 24,9 27,64 29,16 

8 BKPSDM 24,57 26,46 26,57 

9 DISDUKCAPIL 23,34 27,83 26,15 

10 RSUD 24,57 31,52 31,79 

11 BPBD 27,4 

12 DINAS PERHUBUNGAN 26,77 

13 DINAS PERPUSTAKAAN 25,14 

14 DINAS PERTANIAN TPH 25,14 

15 DINAS PERKEBUNAN 25,03 

16 DINAS SOSIAL 24,91 

17 BAPENDA 24,04 

18 DINAS PERIKANAN 22,63 

DINAS KETAHANAN 

19 PANGAN 22,48 

20 DINAS PUPR 18,74 

21 DISPERDAGKOP 18,61 

22 SEKRETARIAT DPRD 18,01 

23 BADAN KESBANGPOL 16,73 

DINAS LINGKUNGAN 

24 HIDUP 16,68 

25 DINAS PMD 15,9 

DINAS PERINDUSTRIAN 

26 TK 15,37 

27 DINAS PARIWISATA 14,11 

28 SATPOLPP 13,9 

29 DPPKBP3A 13,81 

30 DINAS PERKIM 10,31 

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat terlihat adanya peningkatan pada PMPRB 

(Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) pada sebagian besar OPD 

yang telah meEakukan penilaian selama 3 tahum. PMPRB merupakan 

instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang 

dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah. PMPRB sendiri mencakup penilaian terhadap dua 

komponen: Pengungkit (Enablers) dan Hash (Results). Pengungkit adalah 

seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan 

fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen 

pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan 

Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui 

inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan mi akan meningkatkan 

kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit 

sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil 

berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan. 



Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan reformasi 

birokrasi di Provinsi Riau berdasarkan 8 area perubahan dapat dilihat pada 

Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Perkembangan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten 

Kampar berdasarkan komponen penilaian Tahun 2020-2022 

Sumber: Pemerintah Kabupaten Kampar, 2023 

KOMPONEN 
NO BOBOT 2020 2021 2022 

PENILAJAN 

A. Komponen Pengungkit (60) 

I. Pemenuhan 20.00 9,20 9,39 9,41 

Hasil Antara Area 

II. Perubahan
10.00 6,31 4,95 5,77 

III. Reform 30.00 11,82 11,42 11,56 

Total Komponen Pengungkit 60.00 27,33 25,76 26,74 

B. Komponen Hasil 

Akuntabilitas Kinerja dan 
1. 10.00 7.27 6,78 7,36 

Keuangan 

2. Kualitas Pelayanan Publik 10.00 6,10 8,31 8,91 

Pemerintah Yang Bersih 
3. 10.00 6,10 8.16 7,99 

dan Bebas KKN 

4. Kinerja Organisasi 10.00 5,63 6,36 6,52 

Total Komponen Hasil 40.00 25,10 29,61 30,78 

Indeks Reformasi Birokrasi 100.0 

(Pengungkit + Hasil) 0
52,43 55,37 57,52 

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat terlihat dalam beberapa komponen 

komponen yang mengalami peningkatan dan penurunan, namun hasil secara 

keseluruhan pertahun terdapat hasil antara area perubahan dan reform 

mengalami peningkatan. Namun pada komponen hasil, terdapat penurunan 

pada komponen Hasil antara Area Perubahan, Reform, Akuntabilitas Kinerja 

dan Keuangan mengalami peningkatan dan komponen lain nya mengalami 

peningkatan. 

Selanjutnya memperhatikan Lembar Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 

Kabupaten Kampar Tahun 2022 dari KemenPAN RB bahwa Pemerintah 

Kabupaten Kampar sudah berupaya untuk mewujudkan tata kelola 



pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan dengan 

meningkatnya hasil antara dan reform serta total nilai. Selanjutnya beberapa 

hal permasalahan yang masih harus diperhatikan untuk menggoptimalkan 

program reformasi birokrasi di Kabupaten Kampar agar terus berupaya untuk 

mencapai nilai/predikat B dengan target minimal >60 . Ada beberapa hal yang 

menurut hasil evaluasi Menpan-RB harus dioptimalkan di antaranya sebagai 

berikut: 

1. Pembangunan reformasi birokrasi dipemerintah daerah dan perangkat 

daerah belum berontasi pada reform tetapi masih dinilai Menpan hanya 

sebatas pelaksanaan kegiatan 

2. Belum ememiliki peta keterkaitan dan hasil identifikasi kebijakan yang 

memetakan aturan yang masih disharmonisasi 

3. SOP belum disesuaikan dengan probis. 

4. Belumoptimal manajemen SDM terkait Standar kompetensi jabatan, 

assesment pegawai yang belum terpenuhi ukuran kinerja individu 

belum mengacu pada kinerja organisasi, dan belumsepenuhnya 

menerapkan merit sistem dan manajemen talenta. 

5. Perjenjangan kinerja belum mengambarkan Logical framework 

6. Belum ada monitoring pada implementasi benturan kepentingan, 

whistle blowing system, pengaduan masyarakat dan gratifikasi 

7. Belum ada kebijakan reward dan punishment. 

8. Belum maksimal dalam tindak lanjut dari hasil survei kepuasan 

masyarakat. 

Terdapat 9 hasil antara Pemerintah Kabupaten Kampar yang dilakukan 

pengukuran oleh instansi leading sector, dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel 2. 4. Hasil Antara Pemerintah Kabupaten Kampar yang Dilakukan 

Pengukuran oleh Instansi Leading Sector 

No. Hasil Antara Skala Nilai Nilai Sumber 

2021 2022 Data 

1 Sistem Merit 0-400 46,00 86,50 KASN 

2 ASN yang 0-100 59,05 54248 BKN 

Profesional 

3 Implememtasi 0-5 1,67 2,22 Kementerian 

SPBE PAN RB 



4 Kualitas 0-100 30,44 51,20 LKPP 

Pengelolaan 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

5 Kualitas 0-5 3,49 3154 Kementerian 

Pelayanan PAN RB 

Publik 

6 Maturitas 0-5 3 3 BPKP 

SPIP 

7 Kapabilitas 0-5 3 3 BPKP 

APIP 

8 Kepatuhan 0-100 99,7 82,07 Ombudsman 

terhadap Republik 

Standar Indonesia 

Pelayanan 

Publik 

9 Kualitas 0-100 30,04 60,65 ANRI 

Pengelolaan 

Arsip 

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hampir seluruh kualitas 

hasil antara pada Pemerintah Kabupaten Kampar di tahun 2022 mengalami 

peningkatan. Meskipun begitu, kualitas hasil antara masih perlu untuk terus 

ditingkatkan karena beberapa masih berada pada kategori penilaian yang 

belum baik. Hal tersebut yang dimaksud adalah Sistem Merit dengan kategori 

"Buruk", Indeks Profesionalitas ASN dengan kategori "Sangat Rendah", dan. 

Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan kategori "Cukup". 

Pemerintah Kabupaten Kampar telah menindakianjuti rekomendasi 

resmi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi RB tahun 2021, 

antara lain menetepkan agen perubahan dan meningkatkan internalisasi 

pembangunan reformasi birokrasi yang lebih efektif ke tingkat unit 

kerja/perangkat daerah, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan 

Roadmap RB 2020-2024 dan menyusun rencana aksi pada tingkat Pemda dan 

Perangkat Daerah sebagai acuan dalam membangun reformasi birokrasi, 

menyusun peta proses bisnis baru yang dükuti oleh setiap perangkat daerah, 

serta melakukan survei kepuasan masyarakat pada perangkat daerah 

menggunakan aplikasi E-SKM. 



Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, 

Pemerintah Kabupaten Kampar memperoleh nilai baik dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 2. 5. Komponen Hasil Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2022 

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penhlaian atas capaian 

penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi 

Presiden No. 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima. 

No Komponen Hasil Skala Nilai Sumber Data 

1 Opini BPK Opini WTP Badan Pemeriksa 

Keuangan 

2 Nilai SAKIP 0- 100 62,63 Kementerian 

PANRB 

3 Indeks Persepsi 0- 100 89,10 Kementerian 

Kualitas PANRB 

Pelayanan Publik 

(IPKP) 

4 Indeks Persepsi 0- 100 79,94 Survei Penilaian 

Anti Korupsi Integritas (SPI) 

(IPAK) Eksternal oleh KPK 

5 Survei Internal 0- 100 76,26 SPI Internal oleh 

Organisasi KPK 

2.2 Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kampar 

Berdasarkan rekomendasi dari LHE PMPRB 2022 terdapat beberapa hal 

yang perlu disempurnakan: 

1. Meningkatkan pelaksanaan internalisasi reformasi birokrasi 

dipemerintah daerah dan perangkat daerah 

2. Melaksanakan identifikasi kebijakan yang bersifat menghambat dan 

tidak harmonis secara berkala. 

3. Menyesuaikan SOP dengan probis. 

4. Menyusun Standar kompetensi jabatan, assesment pegawai, 

5. Mempercepat pelaksanaan merit sistem dan manajemen talenta. 

6. Menyusun perjenjangan kinerja mengambarkan Logical framework 

7. Melakukan monitoring pada implementasi benturan kepentingan, 

whistle blowing system, pengaduan masyarakat dan gratifikasi. 

8. Mengimplementasikan kebijakan reward dan punishment. 



9. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut 

dari hasil survei kepuasan masyarakat. 

Dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi di Kabupaten Kampar 

pada tahuin 2020-2022 telah banyak perubahan yang dilaksanakan terutama 

terkait RB General. Seluruh upaya yang dilakukan tersebut merupakan upaya 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka mencapai 

sasaran reformasi birokrasi secara nasional. Selanjutnya hasil evaluasi 

pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan 8 areapd rb general di 

Kabupaten Kampar dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Manajemen perubahan 

Kabupaten Kampar telah melakukan manajemen perubahan dengan 

membuat Road Map Reformasi Birokrasi periode sebelumnya yaitu 

2020-2024. Namun dalam perkembangannya hingga tahun 2022 sudah 

ada beberapa OPD yang memiiki Tim Reformasi Birokrasi ditingkat unit 

kerja seperti: 

a. Inspektorat melalui SK nomor 700/insp/30 , tanggal 15 Januari 2020 

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui SK 

Kepala BAPPEDA Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pembentukan TIM 

Reformasi Birokrasi Bappeda Kabupaten Kampar 

c. Dinas Kesehatan melalui SK nomor 440/dinkes/SET-3/2019 

d. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kampar melalui SK direktur 

nomor 445/rsud/III-I/2020/ 1882 tanggal 18 Juni 2020 

e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui SK nomor 

470/DKPS-SET/07 

L Badan Pengelolaan Keuangari dan Aset Daerah (BPKAD) melalui SK 

nomor 900/BPKAD-Set/2019/08 

g. Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) melului SK nomor 800/BKPSDM-SET/ 188 

Selanjutnya ditemukan juga bahwa implementasi reformasi birokrasi 

belum dilakukan secara terintegrasi pada seluruh unit kerja, melainkan 

masih fokus pada pelaksanaan kegiatan di setiap kelompok Kerja 

(Pokja) Tim Reformasi Birokrasi dan tim reformasi birokrasi yang sudah 

dibentuk dibeberapa unit kerja belum optimal.. Selain itu , agen 

perubahan yang ditetapkan belum sepenuhnya memberikan kontribusi 

nyata dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. 



2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 

Selama mi , hal-hal terkait peraturan perundangan daerah di 

Kabupaten Kampar berada dalarn koordinasi Bagian Hukum, 

kedepannya perlu harmonisasi dan evaluasi juga dilakukan ditingkat 

OPD. 

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar 

diantaranya yaitu: 

a. Melakukan Harmonisasi peraturan perundangan di Bagian Hukum 

Seketariat Daerah Kabupagten Kampar 

b. Menginformasikan produk hukum Kabupaten Kampar secara luas 

melalui https: / /j dih .kamparkab .go .id / 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 

Kabupaten Kampar telah menyesuaikan kelembagaan dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah yang 

telah dibuat didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang 

terdiri atas 5 (lima) bagian, yaitu kepala Daerah (strategic apex), 

sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core), 

badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung 

(supporting staffi. Selain itu , Pemerintah Kabupaten Kampar telah 

menerapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan 

Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. 

4. Penataan Tatalaksana 

Kabupaten Kampar telah melaksanakan beberapa upaya/ kegiatan 

dalam area tatalaksana diantaranya: 

a. SOP telah dibuat oleh sebagian besar OPD 

b. Dalam penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

yang dilaksanakan 2020, Kabupaten Kampar berhasil naik dari zona 

kuning dengan nilai 1,86 menjadi zona hijau dengan nilai 2,93 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM 

Da1am upaya meningkatkan kualitas manajemen SDM , Pemerintah 

Kabupaten Kampar telah melakukan beberapa hal diantaranya: 



a. Meningkatkan icualitas ASN melalui beasiswa pendidikan yang 

tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 34 

Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas Belajar, 

Izin Belajar dan Keterangan Peningkatan Pendidikan Bagi Pegawai 

Negeri Sipil 

b. Seleksi dan Penerimaan CPNS dengan menggunakan CAT 

c. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 

d. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 

e. Pembangunan/ Pengambangan Pu sat Penyebarluasan Informasi dan 

Data 

L Pemetaan Jabatan Fungsional 

g. Bezzeting PNS 

6. Penguatan Akuntabilitas 

Untuk memaksimalkan penilaian perlu dilakukan kontribusi nyata 

berupa komitmen seluruh stakeholder dalam pelaksanaan akuntabilitas 

sehingga menghasilkan hasil yang bermanfaat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Saat mi nilai SAKIP Kabupaten Kampar sudah 

mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten memperoleh nilai B 

terhadap Hasil Evakuasi SAKIP 2019 meningkat dari nilai CC pada 

tahun 2018. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN RB telah melakukan 

evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kampar. 

Pelakasanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar 

Tahun 2022 menunjukkan bahwa nilai sebesar 62,23 dengan predikat 

"B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas 

kinerja "balk", yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah sudah baik khususnya pada unit kerja utama, namun 

masih adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam 

manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai 

berikut. 



Tabel 2. 6. Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

Kabupaten Kampar Tahun 2022 

Hasil evaluasi tahun 2022 "tidak diperbandingkan" dengan hasil 

evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen 

serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun mi lebih menitikberatkan 

pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda 

maupun level organisasi perangkat daerah. 

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada 

Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2022 sebagai berikut: 

1) Perencanaan kinerja 

Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan penajaman dan 

penyempurnaan rumusan tujuan, sasaran, dan indikator pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 

2017-2022 menjadi lebih berorientasi outcome. Penyempurnaan 

tersebut menghasilkan rumusan yang lebih terfokus dari yang 

sebelumnya memiliki 28 tujuan, 87 sasaran, 252 indikator sasaran, 

menjadi 10 tujuan, 18 sasaran, dan 33 indikator sasaran. 

Selain itu, Kabupaten Kampar telah melakukan reviu dokumen 

perencanaan secara menyeIuruh terhadap rancangan RPD dan 

Renstra pada tingkat Perangkat Daerah. Perbaikan dokumen mi 

berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. 

No Komponen Yang Dinilai Bobot Nilai 

1. Perencanaan Kinerja 30 22,95 

2. Pengukuran Kinerja 30 17,55 

3. Pelaporan Kinerja 15 9,53 

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 25 12,20 

Internal 

Nilai Hasil Evaluasi 100 62,23 

Tingkat Akuntabilitas Kinerja B 

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk 

dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut: 



a. Belum memiliki pedoman teknis perencanaan kinerja sebagai acuan 

dalam pelaksanaan manajemen kinerja; 

b. Sebagian besar Perangkat Daerah belum memiliki kualitas 

dokumen perencanaan yang baik, yang ditandai dengan sasaran 

strategis dan indikator yang belum berorientasi hasil/outcome. 

Contohnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 

terkait indikator 'Prosentase (%) jumlah data sektoral yang 

dimuktahirkan setiap satu tahun" pada sasaran "Mewujudkan 

kuantitas dan kualitas data sektoral Kabupaten Kampar"; 

c. Masih ditemukan indikator yang belum memiliki formulasi 

perhitungan untuk menjelaskan cara mengukur keberhasilan 

indikator tersebut yang salah satunya indikator "Persentase 

peningkatan destinasi wisata" yang dimiliki pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan; 

d. indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, 

terukur/measL/raö/e, relevan dan cukup. Sebagai contoh pada 

indikator "Persentase masyarakat yang mendapatkan akses 

pasar murah" yang dimiliki Dinas Perdagangan, Koperasi dan 

Usaha Mikro Kecil dalam mendukung sasaran 'Tewujudnya 

kestabilan harga bahan pokok masyarakat"; 

e. Penjenjangan/cascading kinerja belum mempertimbangkan 

logical framework dan Critical Success Factor (CSF) atas 

pencapaian kinerja, sehingga penjenjangan kinerja tersebut belum 

menggambarkan hubungan sebab akibat dan belum 

menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi 

Yang dihadapi. 

2) Pengukuran Kinerja 

Pemerintah Kabupaten Kampar dan perangkat daerahnya telah 

melakukan perig ukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan telah 

memiliki rencana aksinya untuk pencapaian kinerja. 

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengembangkan 

Aplikasi e- SAKIP Kabupaten Kampar yang mengintegrasikan antara 

perencanaan, penganggaran, dan pemantauan capaian kinerja 

hingga ke level Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan 

kualitas manajemen kinerja. 

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk 

dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut: 



a. Belum memiliki pedoman pengukuran dan pengumpulan data 

kinerja, yang digunakan di level Pemda maupun Perangkat 

Daerah; 

b. Penetapan program dan kegiatan belum sepenuhnya berfokus 

pada pencapaian sasaran strategis, sehingga berpotensi 

menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas. Hal tersebut terlihat 

pada Program Pengelola Informasi Pasar Kerja yang tertuang 

dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja; 

c. Belum melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja, 

sehingga tidak dapat dipastikan strategi yang digunakan relevan 

dalam mendukung ketercapaian kinerja. 

3) Pelaporan Kinerja 

Pemerintah Kabupaten Kampar telah menyusun laporan 

akuntabilitas kinerjatahun 2021 baik tingkat Pemda maupun tingkat 

Perangkat Daerah. Laporan kinerja tersebut telah dilaporkan secara 

tepat waktu walaupun analisis yang disajikan belum cukup 

mendalam. 

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam 

pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut: 

a. Laporan kinerja pada level Perangkat Daerah belum cukup 

menyampaikan informasi yang memadai. Hal tersebut terlihat 

pada laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang 

belum sepenuhnya menjelaskan faktor keberhasilan atau 

hambatan dalam mencapai sasaranstrategis beserta tren capaian 

kinerja dalam beberapa tahun terakhir; 

b. Belum selarasnya sasaran, indikator dan target yang tertuang 

dalam Perjanjian Kinerja dengan Laporan Kinerja sehingga 

capaian kinerja tidak tergambarkan dengan baik seperti contoh 

pada Dinas Sosial; 

c. Informasi dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan 

untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal 

tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah 

dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa 

penjelasan yang cukup, seperti yang tertuang dalam Perjanjian 

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2022 untuk 

indikator kinerja 'Indeks Kepuasan Masyarakat (1KM)" 



4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan 

evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah 

dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 

Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasiatas Implementasi SAKIP. 

Hasil penilaian eValuasi internat tersebut menunjukkan sekitar 

24 Perangkat Daerah telah mendapatkan predikat BB dan 8 

Perangkat Daerah dengan predikat B. 

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan 

untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Belum memiliki pedoman evaluasi untuk mendukung 

pelaksanaan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kampar; 

b. Sebagian besar perangkat daerah belum menindakianjuti hasil 

evaluasinya; 

c. Laporan hasil evaluasi yang dilakukan belum memberikan 

rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas 

implementasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah; 

d. Belum ada kebijakan reward dan punishment atas hasil 

evaluasi SAKIP yang mendorong peningkatan implementasi 

SAKIP di Perangkat Daerah; 

e. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu 

mendorong perbaikan dan peningkatan capaiari kinerja outpuf 

dan outcome pada level Pemerintah Daerah. 

7. Penguatan Pengawasan 

Pengawasan telah dilaksanakan tetapi perlu diperhatikan tindak 

lanjut (penguatan pengawasan) hasil monitoring dan evaluasi 

untuk peningkatan pelaksanaan ke depannya. Agenda 

pembangunan zona integritas untuk unit kerja percontohan telah 

dilaksanakan, tetapi pemahaman terhadap makna dan tujuan 

penerapari ZI belum dipahami secara merata oleh para pegawai yang 

terlibat sehinga sampai saat mi belum ada unit kerja yang 

memperoleh predikat WBK/WBBM. 



Dsisi lain, beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah 

Kabupaten Kampar diantaranya adalah: 

a. Pengawasan harta kekayaan ASN melalui Peraturan Bupati 

Kabupaten Kampar Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Kewajiban 

Penyampaian Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar 

b. BPK RI telah memberikan opini WTP sebanyak 4 (empat) kali 

kepada Pemerintah Kabupaten Kampar dari tahun 2016-2019. 

c. Telah terlaksana pendampingan pelaksanaan kegiatan dalam 

rangka peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

sebagai Quality Assurance & Consuling; 

d. Seluruh Pejabat Eselon II di semua OPD diwajibkan 

menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai komitmen dalam 

pelaksanaan tugas; 

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Beberapa temuan oleh evaluator adalah masih rendahnya kualitas 

penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal sedangkan 

hasil survey internal dan eksternal masih perlu dapat perhatian 

khusus. Untuk memaksimalkan penilalan perlu dilakukan sosialisasi 

terhadap seluruh pegawai yang ada di Dinas/Badan terkait 

pembangunan Zona Integritas, sehingga dapat dipahami oleh seluruh 

pegawai dalam penerapan ZI. Sampai saat mi mi belum ada 

Dinas/Badan yang memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dan 

Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Selanjutnya 

perlu juga mengaplikasikan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik . Kondisi impelementasi terhadap Undang-undang tersebut 

perlu mendapat perhatian dalam komponen pelayanan publik 

khususnya standar pelayanan, makiumat pelayanan, dan pengaduan. 

Pemerintah Kabupaten Kampar telah memiliki peraturan bupati 

mengenai inovasi daerah yangmana dengan adanya peraturan tersebut 

diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten 

Kampar dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran inovasi daerah 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesej ahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan 

peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. 

Inovasi daerah 



diselenggarakan berdasarkan beberapa prinsip, yaitu peningkatan 

efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak 

menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan 

umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan 

dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan din 

sendiri. 

Sisi baiknya, Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan 

beberapa hal sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, 

diantaranya 

a. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 27 

Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan di Kabupaten Kampar 

b. Memberikan kepastian hukum bahwa pelayanan pendidikan di 

Kabupaten Kampar bebas korupsi melalui Peraturan Bupati 

Kabupaten Kampar Nomor 50 Tahun 2019 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan 

c. Peningkatan Profesionalisme SDM, 

d. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana pelayanan, 

e. Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) 

L Pengelolaan konsultasi dan pengaduan , salah satunya aplikasi 

LAPOR, 

g. Pelayanan publik Kabupaten Kampar telah melakukan perubahan 

mengadaptasi perkembangan teknologi untuk memberikan 

pelayanan ysng cepat, efektif dan efesien. Beberapa aplikasi 

pelayanan publik dapat dilihat pada Tabel 2.7. 

Tabel 2. 7. Aplikasi Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Kampar 

No Dinas Nama Aplikasi Tahun Sasaran Alamat Aplikasi 

Beroperasi Aplikasi 

1 DPMPTSP E-Payment 2022 Masyarakat https://dpmptsp.kam  

Sistem parkab.go.id/ pages/ i 

Informasi novasi-2022# 

Pembayaran 

Retribusi 

2 DPMPTSP Syarat 2022 Masyarakat https://dpmptsp.kam  

Lengkap Satu parkab.go.id/ pages/ i 

Hari Terbit novasi-2022# 

Izin(Satu Hati) 







Sumber Pemerintah Kabupaten Kampar, 2023 

21 Dinas Web 2017 Publikasi dan Disparbud.kamparka 

Pariwisata DISPARBUD Promosi b.go.id 

Dan 

Kebudayaa 

n 

22 Sekretaris JDIH 2016 Perangkat Jdih.kamparkab.go.id  

Daerah Kabupaten daerah dan 

Kampar Masyarakat 

Umum 

23 Badan SIKPD Modul 2012 Pengelolaan 114.6.226.101:8888 

Pengelolaa Aset Barang Milik 

fl Daerah 

Keuangan 

Dan Aset 

Daerah 

24 Badan Sistem 2010 Pengelolaan 114.6.226.101 

Pengelolaa Informasi Keuangan 

n Pengelolaan Daerah 

Keuangan Keuangan 

Dan Aset Daerah 

Daerah 

Terkait dengan RB TEMATIK, Pemerintah Kabupaten Kampar telah 

menetapkan tim Koordinasi masing-masing tema, sebagai berikut: 

1. SK Bupati Kampar NO 50/224/111/2018 tentang 

Pembentukan tim koordinasi, sekretariat dan kelompok kerja 

penanggulangan kemiskinan kabupaten Kampar. Tim mi 

dibentuk untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. 

2. SK Bupati Kampar NO 500/147/1/2021 tentang 

Pembentukan tim pengenda]ian inflasi daerah Kabupaten 

Kampar. 



BAB III 

AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH 

3.1. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Kampar 

Di tengah kompleksitas dan tuntutan masyarakat yang meningkat di 

seluruh dunia, Reformasi Birokrasi (RB) menjadi sebuah kebutuhan. Pada 

akhirnya, tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas 

melalui RB adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. 

Dengan kata lain, RB berfungsi sebagai alat untuk mempercepat pencapaian 

prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. 

Sejak Grand Design RB Tahun 2010-2025 dirilis, Road Map RB telah 

digunakan dalam tiga periode. Penyederhanaan birokrasi, penyetaraan 

jabatan, pengembangan arsitektur SPBE nasional yang terintegrasi, 

peningkatan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah 

(APBN/APBD), dan integrasi pelayanan publik dalam pusat pelayanan publik 

adalah beberapa peningkatan dalam tata kelola pemerintahan. Tujuan akhir 

dari Grand Design RB 2010-2025 adalah mewujudkan birokrasi Indonesia 

yang berkualitas internasional. 

Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh berbagai pihak terhadap 

pelaksanaan RB selama beberapa tahun terakhir, tidak ada kemajuan 

substansial dalam indikator pembangunan nasional, daya saing 

pemerintahan, dan pemberantasan korupsi di negara mi. Karena tujuan dan 

sasaran strategis RB tidak terhubung secara langsung dengan berbagai 

indikator yang relevan, kondisi mi dianggap berkontribusi. Meskipun 

indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan sebagai 

indikator tujuan Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman, program dan 

upaya yang dilakukan tidak mencerrninkan upaya yang konkret dan fokus 

untuk mencapai indikator tersebut. Akibatnya, salah satu fokus penajaman 

Road Map RB 2020-2024 adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan 

indikatornya agar lebih relevan dan berpengaruh terhadap pembangunan 

nasional, dan lebih menunjukkan cara menyelesaikan berbagai masalah 

birokrasi di Indonesia. Pada tabel berikut dapat dilihat tujuan dan sasaran 

beserta target capaian indikatornya. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 merupakan 

peraturan yang berhubungan dengan reformasi birokrasi di Indonesia. 

Meskipun keduanya memiliki tujuan yang serupa dalam meningkatkan 

efektivitas, efisiensi, dan pelayanan publik, terdapat perbedaan dalam 

sasaran yang ingin dicapai. Berikut adalah perbedaan antara tujuan dan 

sasaran reformasi birokrasi yang tercantum dalam kedua peraturan 

tersebut. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 terdapat 2 tujuan, yaitu: 

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan 

daerah 

2. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. 

Serta 5 Sasaran yang ingin diraih, yaitu: 

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah 

daerah. 

2. Penyederhanaan prosedur administrasi pemerintah daerah. 

3. Penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan daerah. 

4. Peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. 

5. Perbaikan tata kelola pemerintah daerah. 

Sedangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi dalam Nomor 3 Tahun 2023, memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintah daerah. 

2. Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada 

kepentingan masyarakat. 

Dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut: 

1. Penyederhanaan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah 

daerah. 

2. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah. 

3. Peningkatan sistem manajemen kinerja dan evaluasi kinerja 

pemerintah daerah. 

4. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik 

dan tata kelola pemerintah daerah. 

5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah 

daerah. 



Perbedaan dalam sasaran tersebut menunjukkan penekanan yang 

berbeda dalam upaya reformasi birokrasi. Permenpan Nomor 25 Tahun 2020 

lebih menekankan pada peningkatan kapasitas SDM, penerapan teknologi 

informasi, dan peningkatan tata kelola pemerintah daerah. Sementara 

itu, Permenpan Nomor 3 Tahun 2023 lebih menekankan pada 

penyederhanaan struktur organisasi, peningkatan sistem manajemen 

kinerja, dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan 

publik. 

Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan RB 

pada tingkat meso dan mikro dalam Road Map RB 2020-2024 sebelum dan 

setelah penajaman terlihat dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Penggunaan Indikator Hasil Antara Road Map RB sebelum 

penajaman pada Road Map RB setelah penajaman 

Area Perubahan Indikator Hasil Kondisi sampai Dalam Road Map 
Antara Dalam 2021 RB 2020-2024 setelah 
Road Map RB penajaman 

sebelum 

penajaman 

Manajemen 1. Indeks Belum tersedia Indikator 1 tidak 

Perubahan Kepemimpinan dilanjutkan 

Perubahan 

Penataan 2. Indeks Sudah tersedia Indikator 2 dan 3 
Peraturan Reformasi Hukum dilanjutkan, 

Perundangan/ disinergikan, dan 
Deregulasi 3. Indeks Kualitas disederhanakan, 

Kebijakan Kebijakan untuk mengukur 

Penataan 4. Indeks Belum tersedia Dilanjutkan dan 
Organisasi/ Kelembagaan disinergikan dengan 
Kelembagaan Indikator 5 

Penataan 5. Indeks SPBE Indikator 5 s.d 8 Indikator 5 
Tatalaksana sudah tersedia dilanjutkan 

6. Indeks 

Pengawasan Indikator 6 s.d 8 
Kearsipan dilanjutkan, 

disederhanakan dan 

7. Indeks disinergikan ke 
Pengelolaan dengan Indikator 5 

Keuangan 

8. Indeks 

Pengelolaan Aset 

9. Indeks Indikator 9 

Pemerintahan belum tersedia Indikator 9 tidak 

Daerah dilanjutkan 



Sistem 10. Indeks Indikator 10 s.d Indikator 10 s.d 12 

Manajemen Profesionalitas 12 sudah diintegrasikan ke 
Sumber Daya ASN tersedia dalam Indikator 11 
Manusia 

11. Indeks Sistem 

Merit 

12. Indeks Tata 

Kelola Manaj emen 

ASN 

Penguatan 13. Nilai SAKIP Indikator 13 Indikator 13 dan 14 

Akuntabilitas sudah tersedia dilanjutkan, 

disinergikan, 

14. Indeks Indikator 14 disederhanakan 

Perencanaan sudah tersedia 

Pembangunan 

Pengawasan 15. Maturitas Indikator 15-19 Indikator 15 

SPIP sudah tersedia dilanjutkan, 

disinergikan dengan 

Indikator 13 dan 14 

16. Kapabilitas Indikator 16 

APIP (IACM) diintegrasikan dengan 

Indikator 15 

17. Opini BPK Indikator 17 

dilanjutkan dan 

ditambah tindak 

lanjut rekomendasi 

hasil audit 

18. Indeks Tata 

Kelola Pengadaan Indikator 18 

Barang & Jasa dilanjutkan, 

disederhanakan, 

19. Indeks disinergikan Indikator 

Persepsi Anti 5 

Korupsi 

Indikator 19 

digantikan dengan 

Nilai hasil Survei 

Penilaian Integritas 

Pelayanan 20. Indeks Indikator 20-22 Indikator 20 dan 21 

Publik Pelayanan Publik sudah tersedia dilanjutkan, 

disinergikan 

21. Tingkat Indikator 22 

Kepatuhan dilanjutkan, 

Terhadap Standar disempurnakan 

Pelayanan Publik 

22. Survei 

Kepuasan 

Masyarakat 

Sumber: Kementerian PANRB 



Indikator dan target dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan 

strategi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kinerja Pelaksanaan RB 

dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang 

kinerja. Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis 

RB sampai tahun 2024 dinyatakan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.2. Target Kinerja Tujuan RB 

No. Tujuan Indikator Tujuan Baseline Target 2024 

RB 2020-2024 2021 

1. Terwujudnya Capaian Indeks 91,76% 100% 

birokrasi yang Reformasi Kementerian/ Kementerian/ 

bersih, efektif Birokrasi Lembaga Lembaga 

dan berdaya kementerian/lemb Minimal Baik Minimal Baik 

saing aga/ pemerintah 

mendorong daerah 79,41% 100% 

pembangunan Provinsi Provinsi 

nasional dan Minimal Baik Minimal Baik 

pelayanan 

publik 25,79% 70% 

Kab/Kota Kab/Kota 

Minimal Baik Minimal Baik 

Capaian Indikator Angka Menurun 

Kinerja Kemiskinan: 

Pembangunan 9,71 (Sep 

(Angka 2021) 

Kemiskinan, Meningkat 

Pertumbuhan Pertumbuhan 

Investasi) Investasi= 

9,0% 

(2021/2020) 

Realisasi 

Penanaman 

Modal 2021: 

901,0 

Realisasi 

Penanaman 

Modal 2020: 

826,3 

Capaian tiga CPI: Skor 38 Meningkat 

Indikator Daya Peringkat 96 

Saing Global (CPI, dari 180 

EGDI) negara (202 1) 

EGDI: 

Peringkat ke 
88 dari 193 

negara (202 1) 

Sumber: Kementerian PANRB 



Tabel 3.3. Target Kinerja Sasaran Strategis RB 

No. Sasaran Indikator Baseline Target 2024 
Strategis RB Sasaran 2021 

2020-2024 Strategis 

1. Terciptanya Indeks SPBE Kementerian/lemba 100% 

tata kelola ga: 53,26% Baik Kementerian/ 
pemerintaha Provinsi: 44,12% lembaga Balk 

n digital yang Balk 80% Provinsi 

lincah, Kab/Kota: 23,58% Baik 

kolaboratif, Balk 50% Kab/Kota 

dan Balk 

akuntabel 

Capaian Kementerian/lemba 100% 

Akuntabilitas ga: 93,75% Balk kementerian/ 

Kinerja Provinsi: lembaga/ 

100,00% Balk pemerintah 

Kab/Kota: 66,73% Daerah minimal 

Balk Balk 

Capaian WTP Kementerian/ 100% 

Akuntabilitas lembaga: 95% kementerian/ 

Keuangan WTP Provinsi: 100% lembaga/ 

WTP Kab/Kota: pemerintah 

91,91% daerah WTP 

dengan tingkat 

tindak lanjut 

80% 

2. Terciptanya Nilai Survei 6,90% (2022) 7,66% 

Budaya Employer 

Birokrasi Branding 

BerAKHLAK (sumber: 

dengan ASN Kementerian 

yang PANRB) 

Profesional 

Nilai Survei 60,9% (2022) 67,142% 

Indeks 

BerAKHLAK 

(sumber: 

Kementerian 

PANRB) 

Nilai Survei Nilai rata-rata Nilai rata-rata 

Penilaian Kementerian/lemba kementerian/ 

Integritas ga: 81,1% lembaga/ 

(sumber: KPK) Prov: 69,3% pemerintah 

Kab/Kota: 71,4% daerah 

meningkat 



Sumber: Kementerian PANRB 

Berikut penjelasan atas masing-masing indikator yang digunakan 

dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai yang tertera pada Kamus 

Indikator pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023. 

Nilai Survei Nilai rata-rata Nilai rata-rata 
Kepuasan Kementerian/ lemba kementerian/ 
Masyarakat ga: 88,06 lembaga/ 
(sumber: Prov: 86,15 pemerintah 
Kementerian Kab/Kota: 74,89 daerah 
PANRB) meningkat 

Tabel 3.4. Penjelasan Indikator pada Sasaran Strategis I 

No. Indikator Sasaran Definisi Operasional 
Strategis I 

1. Indeks SPBE Definisi operasional: Indikator yang mengukur 

capaian penerapan SPBE pada 

kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dan 

tingkat nasional. Indikator mi digunakan sebagai 
salah satu ukuran keberhasilan 

kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dalam 

melaksanakan kebijakan transformasi digital. 

Penilaian dilakukan terhadap tingkat kematangan 

implementasi pada 3 domain atau aspek, yaitu 

kebijakan, tata kelola, layanan internal dan 

layanan publik. 

Instansi penanggung jawab pengukuran: 

Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang 

Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian. 

Sumber data: Hasil penilaian SPBE Deputi Bidang 

Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian 
PANRB. 

2. Capaian Definisi operasional: Indikator yang mengukur 
Akuntabilitas tingkat capaian kinerja 
Kinerj a kementerian / lembaga/ pemerintah daerah dalam 

satu tahun anggaran yang merupakan hasil dan 

pelaksanaan kebijakan RB. Penilaian dilakukan 

terhadap dua hal, yaitu 1) kontribusi 

kementerian / lembaga/ pemerintah daerah 
terhadap pencapaian kinerja sasaran 
pembangunan atau capaian Program Prioritas 

Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP/D); dan 2) capaian 

indikator kinerja utama (IKU) yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja pimpinan 

kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah. 

Instansi penanggung jawab pengukuran: 

Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang 



Sumber: PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023 

RBKUNWAS untuk menhlai capaian indikator 

kinerj a utama kementerian / lembaga/ pemerintah 

daerah, dan Kementerian PPN/Bappenas untuk 

menilai Capaian kontribusi kementerian/lembaga 

terhadap pencapaian sasaran pembangunan 

nasional 

Sumber data: Hasil Money RKP Kementerian 

PPN/Bappenas; Laporan hasil evaluasi 

akuntabilitas kinerja Deputi Bidang RBKUNWAS 

Kementerian PANRB, Laporan evaluasi LPPD 

Ditjen Otonomi Daerah, Laporan Capaian 

Indikator makro pembangunan BPS. 

3. Capaian Definisi operasional: Indikator yang mengukur 

Akuntabilitas tingkat akuntabilitas keuangan 

Keuangan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam 

mengelola keuangan negara (APBN/APBD). 
Penilaian dilakukan terhadap dua hal yaitu : 1) 

tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait 

dengan kewajaran sistem pengendalian internal 

kepatuhan, dan 2) tingkat tindak lanjut atas 

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk 

perbaikan yang berkelanjutan. 

Instansi penanggung jawab pengukuran: Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Sumber data: Hasil Pemeriksaan BPK atas 

Laporan Keuangan 

kementerian / lembaga/ pemerintah daerah dan 

Hasil Money tindak lanjut rekomendasi BPK. 

Tabel 3.5. Penjelasan Indikator pada Sasaran Strategis II 

No. Indikator Sasaran Definisi Operasional 

Strategis II 

1. Nilai Employer Definisi operasional: Indikator yang mengukur 

Branding ASN tingkat kematangan implementasi core value ASN 

BerAKHLAK pada 

kementerian / lembaga/ pemerintah daerah. 

Pengukuran dilakukan dengan survei kepada 

masyarakat yang menerima pelayanan. 

Instansi penanggung jawab pengukuran: 

Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM 

Aparatur. 

Sumber data: Hasil survei employer branding 



Sumber: PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023 

Indikator yang digunakan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Kabupaten Karnpar diturunkan dari sasaran, tujuan, indikator dan target 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Riau, yaitu: 

2. Indeks Definisi operasional: Indikator yang mengukur 

BerAKHLAK tingkat kematangan implementasi core value ASN 

BerAKHLAK. Pengukuran dilakukan dengan survei 

kepada internal ASN dalam mengimplementasikan 

Nilai BerAKHLAK ASN. 

Instansi penanggung jawab pengukuran: 

Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM 

Aparatur. 

Sumber data: Hasil survei BerAKHLAK ASN. 

3. Nilai Survei Definisi operasional: Indikator yang mengukur 

Penilaian tingkat integritas organisasi pada 

Integritas kementerian/lembaga/ pemerintah daerah. 

Indikator mi digunakan sebagai salah satu ukuran 

keberhasilan kementerian/ lembaga/ pemerintah 

daerah dalam memetakan resiko korupsi dan 

upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan 

dengan melakukan survei kepada 3 kelompok 

responden utama, yaitu stakeholder yang dilayani, 

praktisi ahli, dan ASN internal. 

Instansi penanggung jawab pengukuran: Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Sumber data: Hasil SPI KPK. 

4. Nilai Survei Definisi operasional: Indikator yang mengukur 

Kepuasan tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan 

Masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan 

kementerian/lembaga/ pemerintah daerah. 

Penilaian dilakukan dengan melakukan survei 

eksternal kepada masyarakat penerima layanan. 

Instansi penanggung jawab pengukuran: 

Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang 

Pelayanan Publik. 

Sumber data: Hasil SKM. 

1. Indeks SPBE 

2. Capaian Akuntabilitas Kinerja 

3. Capaian Akuntabilitas Keuangan 

4. OpiniBPK 

5. Tindakianjut hasil pemeriksaan 

6. Employer Branding ASN 

7. Indeks BerAKHLAK 



8. Nilai Survei Penilaian Integritas 

9. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 

10. Persentase Penduduk Miskin 

11. Nilai Realisasi Investasi 

12. Prevalensi Stunting 

13. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri 

14. Tingkat Inflasi 

Indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi mi diambil dari indikator 

yang berakar dari isu strategis RB Tahun 2020-2024 balk dari isu strategis 

hulu maupun isu strategis hilir. Pada tabel di bawah mi ditampilkan 

indikator dan target yang ingin dicapai secara nasional pada tahun 2024. 

Tabel 3.6. Indikator dan Target pada Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

No. Indikator Target Nasional 2024 Sumber 

1 Indeks SPBE 50% Kab/Kota Balk PERMENPANRB 

(Indeks SPBE> 2,6) Nomor 3 Tahun 

2023 

2 Capaian 100% kementerian/ PERMENPANRB 

Akuntabilitas lembaga/ pemerintah Nomor 3 Tahun 

Kinerja daerah minimal Balk 2023 

3 Capaian 100% kementerian/ PERMENPANRB 

Akuntabilitas lembaga/ pemerintah Nomor 3 Tahun 

Keuangan: daerah WTP dengan 2023 

tingkat tindak lanjut 80% 

4 Opini BPK WTP pada 85 Kabupaten RPJMN 2020- 

2024 

5 Tindakianjut hasil 

pemeriksaan 

6 Employer Branding 7,66% PERMENPANRB 

ASN Nomor 3 Tahun 

2023 

7 Indeks BerAKHLAK 67,142% PERMENPANRB 

Nomor 3 Tahun 

2023 

8 Nilai Survei Nilai rata-rata PERMENPANRB 

Penilaian Integritas kementerian/ lembaga/ Nomor 3 Tahun 

pemerintah daerah 2023 

meningkat 

9 Nilai Survei Nilai rata-rata PERMENPANRB 

Kepuasan kementerian/ lembaga/ Nomor 3 Tahun 

Masyarakat pemerintah daerah 2023 

meningkat 



Sumber: Hasil olahan tim penyusun 

Masing-masing indikator mi kemudian diturunkan target untuk 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kampar sebagaimana pada 

tabel di bawah mi. Target yang ditetapkan merupakan target yang 

direncanakan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

sekaligus untuk mendukung pemenuhan target nasional. 

10 Persentase 23,5-24% RPJMN 2020- 
Penduduk Miskin (Persentase penduduk 2024 

miskin di daerah 

tertinggal) 

11 Nilai Realisasi 49,7% RPJMN 2020- 
Investasi (Kontribusi realisasi 2024 

investasi luar Jawa) 

12 Prevalensi Stunting 14% RPJMN 2020- 

2024 

13 Tingkat Penggunaan 

Produk Dalam 

Negeri 

14 Tingkat Inflasi 2,7% RPJMN 2020- 

2024 

Tabel 3.7. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi Kabupaten Kampar 

TARGET TAHUNAN 

SASARAN INDIKATO BASELI 2025 
TUJUAN STRATEGI

R
NE 2023 202 (Peraliha 

S (2022) 4 n/ 

Transisi) 

Birokrasi Terciptanya Indeks 2,22 2,6 3 3,5 

yang Tata Kelola SPBE 

Bersih, Pemerintah Capaian B B B B 
efektif dan an Digital Akuntabili 
Berdaya yang tas Kinerja 
Saing Lincah, Capaian 
Mendorong Kolaboratif Akuntabii 

Pembangu dan tas 
nan Akuntabel Keuangan: 
Nasional Opini BPK WTP WTP WTP WTP 
dan

Tindaklanj 
Pelayanan Ut hasil 
Publik pemeriksa 

an 

Tindak 78,78 79,2 87 89 

lanjut 

pemeriksa 

an 
Eksternal 

/BPK 



Sumber: Hasil olahan tim penyusun 

TARGET TAHUNAN 

SASARAN INDIKATO BASELI 2025 
TUJUAN STRATEGI

R
NE 2023 202 (Peraliha 

S (2022) 4 

Transisi) 

Tindak 87,68 87,68 87,6 87,68 

lanjut 8 
pemeriksa 

an 

Internal 

Tindak 64,56 66,16 70 75 

lanj ut 

pemeriksa 

an 

Internal 

Terciptanya Employer na 

Budaya Branding 

Birokrasi ASN 

BerAKHLA Indeks na 

K dengan BerAKHLA 
ASN yang K 

Profesional Nilai 70,31 71 
Survei 

Penilaian 

Integritas 

Nilai 86,98 88 89 90 
Survei 

Kepuasan 

Masyaraka 

t 

Meningkat Persentase 7,12 7,51 7,25 7,04 

nya Kinerja Penduduk 

Pembangu Miskin 

nan Nilai 6.227.3 2.526.1 
Tematik Realisasi 80 92 

Investasi 

PMDN 

PMA 

Prevalensi 14,5 16 14 12 
Stunting 

Tingkat 

Pen ggunaa 

n Produk 25 40 50 50 

Dalam 

Negeri 

Tingkat 7,04 1,82 
Inflasi 

Terdapat beberapa tahapan dalam Pembangunan RB Mikro, baik RB 

General maupun RB Tematik. Tahapan Pembangunan RB General terdiri 

dari 5 tahapan, sedangkan tahapan Pembangunan RB Tematik terdiri atas 6 

tahapan sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.1. 



Tahapan Pembangunan RB Mikro (K/L/D) 

Tahapan Pumbangunani RB G.neral 

P.yu.nan IUMB 

P.n.tap.n Prtaa P.n.t.pan T.rg.t P.nyusia,.I P.I.k..nsan Monk..4n5 
K.gl.t.n OWns K.gI.tan lJma R.nana Aks* .nn* Akil dan Evalussi 

Tahapan Pembangunan RB Tematik 

Psny.n.n 

Oft 

w 
$d.nk.si P.n.t.p.n Pnym..ss P.láaass..n Mo.ItoIng 
M...I.h Klnsj. R.nc.n.Ul R.ncana Akal d.nEvdu. 

(log fan..) 

M.ndlth 
Tarn. 

Gambar 3.1. Tahapan Pembangunan RB Mikro (K/L/D) 

Sumber: Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro 

Proses Pembangunan RB Mikro meliputi proses perencanaan RB, 

pelaksanaan RB, dan evaluasi internal RB yang saling berkaitan dengan 

tujuan peningkatan pelayanan kedepan sebagaimana yang diilustrasikan 

pada Gambar 3.2. Perencanaan RB melibatkan tim pengelola RB general 

yang akan menghasilkan suatu rencana aksi RB General dan tim pengelola 

RB Tematik yang akan menghasilkan rencana aksi RB Tematik. Pelaksanaan 

RB melibatkan PlC yang terdiri dari tim pengelolal RB General dan Tematik 

serta seluruh pegawai pusai dan atau unit kerja yang kemudian akan 

menghasilkan output berupa pelaksanaan RB General dan Tematik. 

Evaluasi internal RB melibatkan PlC evaluator internal dan akan 

menghasilkan output berupa LHEI (catatan dan rekomendasi) serta RATL 

(Rencana Aksi Tindak Lanjut) yang kemudian dimanfaatkan dalam 

perencanaan RB pada periode setelahnya. 



S. Rencana Aksi RB General Tim Pengelola RB General 
Perencanaan mempertimbangkan 
rekomendasi hasil evaluasi 
internal clan eksternal 

S. Rencana Aksi RBTematik Tim Pengelola RB Tematik Perencanaan RB General clan 
Tematik dikoordinasikan oleh 

Penanggung Jawab RB K/LID 

PlC Evaluator Internal 

Output 

• LHEI (catatan & 
rekomendasi) 

S RATL 

Plc 

• Tim Pengelola RB General 

Seluruh pegawai pusat 
clan atau unit kerja 

• Tim Pengelola RB Tematik 

Output 

• Pelaksanaan RB 
General 

• Pelaksanaan RB 
Tematik 

Proses Pembangunan RB Mikro 

Perencanaan RB 

t 
Evaluasi Internal RB 

4 
1 
 9, * '^ Pelaksanaan RB 

*Lebih IanjutdiaturdaIam Pedornan 
E-va I uasi R 

Pelaksanaan RB General dan Tematik dikoordinasikan oleh 

Perianggung Jawab RB K/L/D 

Gambar 3.2. Proses Pembangunan RB Mikro 

Sumber: Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro 

3.2. Reformasi Birokrasi General Kabupaten Kampar 

Sebagaimana yang dijelaskan pada Gambar 3.1 bahwa terdapat 

beberapa tahapan pembangunan RB General, yaitu: 

1. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB), meliputi: 

a. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama 

b. Penetapan Target Kegiatan Utama 

2. Penyusunan Rencana Aksi 

3. Pelaksanaan Rencana Aksi 

4. Monitoring clan Evalusi 

3.2.1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama 

Sesuai dengan Road Map RB, K/L/D (level mikro) melaksanakan RB 

dalam dua dimensi, yaitu: 



1. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan 

meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam Road Map RB 

Nasional, serta bersifat mandatory. 

2. Dimensi Instansional merupakan Kegiatan Utama inisiatif K/L/D (di luar 

dari Kegiatan Utama mandatory) yang dapat memiliki leverage 

(percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RB. 

Pada tahap mi, dalam hal K/L/D memiliki keterbatasan sumber daya, 

maka K/L/D perlu melakukan tahapan identifikasi tingkat prioritas seluruh 

Kegiatan Utama tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan identifikasi prioritas Kegiatan Utama, yaitu sebagai berikut: 

a. Kegiatan Utama mandatory bersifat wajib seluruhnya dan lebih prioritas 

dibandingkan Kegiatan Utama inisiatif K/L/D 

b. Seluruh Kegiatan Utama, balk yang mandatory maupun inisiatif K/L/D 

harus dilengkapi dengan indikator yang terukur 

c. Identifikasi prioritas Kegiatan Utama didasarkan pada empat faktor sesuai 

contoh atau lebih jika ada faktor lain yang dirasa perlu oleh K/L/D 

d. Skor masing-masing faktor dalam skala 1-10 (atau skala lainnya), 

kemudian diakumulasi 

e. Hasil identifikasi mi kemudian menjadi pertimbangan dalam menetapkan 

target tahunan RB K/L/D. 

Tabel 3.8. Form IdentifIkasi Pnioritas Kegiatan Utama 

Manda 
Skala 

t RB Tingkat
Waktu Priorit 

N Kegiatan Gener Keparahan Rangki 
o Utama al (implement (Mendes as 

ak) (Total
ng 

Nasion asi rendah)
Skor 

al 

1 Penyederhanaan 

Birokrasi 

(Penyederhanaan 

Struktur 
10 2 5 17 18 

Organisasi) / transfor 

masi organisasi 

berbasis kinerja dan 

agile 

2 Pelaksanaan Sistem 

Kenja Baru dan
10 10 4 24 3 

Fleksibilitas Bekerja 

Pegawai ASN 

3 Pelaksanaan 

Arsitektur SPBE 10 5 10 25 2 

Nasional 



4 Pelaksanaan Sistem 
Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 10 8 5 23 7 
Pemerintah yang 

terintegrasi 

5 Pelaksanaan 

Pelayanan Publik 

Digital (Khusus 10 5 7 22 9 
Pemerintah Daerah 

6 Pembangunan Zina 

Integritas di Unit 10 8 8 26 1 
Kerja 

7 Penguatan 

implementasi sistem
10 6 8 24 3 

pengendalian intern 

pemerintah (SPIP) 

8 Penguatan 

Pengelolaan
10 4 8 22 9 

Pengaduan 

Masyarakat 

9 Penguatan Upaya
10 5 8 23 7 

Pencegahan Korupsi 

10 Pelaksanaan tata 
kelola kebijakan 10 5 7 22 9 
publik 

11 Pelaksanaan 

Pembentukan 10 5 5 20 13 
Peraturan 

12 Pelaksanaan Arsip
10 6 8 24 3 

Digital 

13 Pelaksanaan Data
10 3 5 18 16 

Statistik Sektoral 

14 Penguatan 

Pengadaan Barang 10 3 4 17 18 
dan Jasa 

15 Penguatan 

Pengelolaan 10 4 8 22 9 
Keuangan clan Aset 

16 Penataan Jabatan
10 2 5 17 18 

Fungsional 

17 Penguatan 

Manajemen Talenta 10 2 8 20 13 
ASN 

18 Pengelolaan Kinerja
10 3 5 18 16 

Pegawai ASN 

19 Penguatan Sistem
10 4 10 24 3 

Merit 

20 Pelaksanaan Core
10 5 5 20 13 

Values ASN 

21 Pelaksanaan 

Pelayanan Publik 10 2 3 15 21 

Prima 

Sumber: Olahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, 2023 



Kegiatan utama dengan bobot tinggi ditetapkan sebagai Kegiatan 

Utama yang prioritas. Tabel mi adalah untuk membantu Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kampar jika memiliki keterbatasan dalam menetapkan mana 

Kegiatan Utama yang perlu segera dilakukan. Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kampar tidak memiliki permasalahan keterbatasan sumber daya, maka 

seluruh Kegiatan Utama perlu dilakukan seluruhnya. 

3.2.2. Penetapan Target Kegiatan Utama 

Target Kegiatan Utama digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan 

RB Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Penetapan Target mi perlu 

memperhatikan target minimal Road Map RB Nasional. Target Kegiatan 

Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dituangkan seperti pada table 

berikut. 

Tabel 3.9. Target Kegiatan Utama 

No Kegiatan Rangki Indikator Baseli Target Unit I Satuan Kerja 

Utama ng Kegiatan ne Tahunan Pelaksana 

Utama 2022 202 202 Koordinat Pelaksa 

3 4 or na 

Pembanguna 1 ZI 1 1 1 Inspektora Selur 
n Zona t uh Unit 

Integritas di Kerja 
Unit Kerja 

2 Pelaksanaan 2 Indeks 1,8 2,2 3,1 Dinas Selur 

Arsitektur SPBE Kominfo uh Unit 
SPBE Kerja 
Nasional 

3 Penguatan 3 Skor SPIP 3,2 3,5 3,8 Inspektora Selur 
implementasi t uh Unit 
sistem Kerja 
pengendalian 

intern 

pemerintah 

(SPIP) 

4 Penguatan 4 Meningkatn 86.5 133 200 BKPSDM Selur 
Sistem Merit ya .5 uh Unit 

Pelayanan Kerja 
Kepegawaia 

n yang 

Terlayani 

5 Pelaksanaan 5 Jumlah PD 53 53 53 ORG I Selur 

Sistem Kerja mengimple BKPSDM uh Unit 

Baru dan mentasikan Kerja 

Fleksibilitas Sistem kerja 
Bekerja Barn dan 

Pegawai ASN Fleksibilitas 

Bekerja 

Pegawai 







Sumber: Olahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, 2023 

Hal-hal minimal yang perlu ada adalah: 

a. Kegiatan Utama diambil berdasarkan hasil identifikasi Prioritas 

Kegiatan Utama 

b. Terdapat indikator Kegiatan Utama yang terukur dan relevan 

c. Terdapat target tahunan yang terukur dan optimis 

d. Koordinator adalah unit/satuan kerja yang memiliki fungsi untuk 

mengawal dan mengkoordinir Kegiatan Utama 

e. Pelaksana adalah unit/satuan kerja yang perlu melaksanakan 

Kegiatan Utama 

L Kegiatan Utama Inisiatif adalah yang berorientasi hasil (bukan output) 

dan memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan 

Sasaran RB 

3.2.3. Rencana Aksi 

18 Penyederhan 18 Tingkat 100 100 100 BAGIAN Selur 
aan Birokrasi Implementa ORGANIS uh Unit 
(Penyederhan si ASI Kerja 
aan Struktur Penyederha 

Organisasi) / t naan 

ransformasi Birokrasi 

organisasi 

berbasis 

kinerja dan 

agile 

19 Penguatan 19 Penguatan 18 18 18 BAGIAN Selur 

Pengadaan SDM UKPBJ PBJ uh Unit 
Barang dan Kerja 

Jasa 

20 Penataan 20 Meningkatn 55% 60 80 BKPSDM Selur 

Jabatan ya % % uh Unit 
Fungsional Pelayanan Kerja 

Kepegawaia 

n yang 

Terlayani 

21 Pelaksanaan 21 Kepatuhan 82 85 88 BAGIAN Selur 
Pelayanan Standar ORGANIS uh Unit 

Publik Prima Pelayanan ASI Kerja 
Publik 

Rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah penting karena 

memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi, transparansi, 

akuntabilitas, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Berikut adalah 

beberapa alasan mengapa penting untuk memiliki rencana aksi reformasi 

birokrasi pemerintah daerah: 



1. Meningkatkan efisiensi: Dengan adanya reformasi birokrasi, tujuan 

utama adalah meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Melalui penataan kembali prosedur, pengurangan 

birokrasi yang berlebihari, dan penggunaan teknologi informasi yang 

tepat, birokrasi dapat beroperasi secara lebih efisien. Hal mi akan 

mengurangi biaya administrasi, mempercepat pengambilan 

keputusan, dan meningkatkan penggunaan sumber daya yang ada. 

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Reformasi birokrasi 

dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam 

tindakan dan keputusan pemerintah daerah. Dengan peningkatan 

transparansi, masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah, 

mengetahui bagaimana kebijakan dibuat, dan memonitor penggunaan 

dana publik. Akuntabilitas juga ditingkatkan melalui peningkatan 

pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kinerja birokrasi. 

3. Meningkatkan pelayanan publik: Reformasi birokrasi bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan publik yang lebih balk dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui perbaikan prosedur 

administrasi, peningkatan kompetensi pegawai, dan penggunaan 

teknologi informasi, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan 

yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat. 

4. Mengurangi korupsi dan nepotisme: Reformasi birokrasi juga 

bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 

yang sering terjadi di dalam birokrasi pemerintah daerah. Dengan 

adanya tata kelola yang lebih balk, penegakan hukum yang ketat, dan 

penggunaan sistem yang transparan, potensi korupsi dapat dikurangi 

dan pemerintah daerah dapat lebih fokus pada pelayanan publik yang 

adil dan berkeadilan. 

5. Meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi: Dengan adanya 

birokrasi yang efisien dan transparan, pemerintah daerah dapat 

menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Prosedur yang sederhana 

dan cepat, serta regulasi yang jelas, akan memberikan kepastian 

kepada para investor. Selain itu, dengan pelayanan publik yang 

berkualitas, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja bagi 

masyarakat. 



Secara keseluruhan, rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah 

daerah penting karena dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, 

akuntabilitas, dan pelayanan publik. Hal mi berdampak pada peningkatan 

kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta kepercayaan dan 

partisipasi publik terhadap pemerintah daerah. 

Menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan 

strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Road Map RB 

instansi. Rencana aksi secara umum terdapat dua tipe yaitu mandat 

instansi yang dirumuskan sesuai tupoksi intansi dan inisiatif 

instansi yang merupakan inovasi dari instansi terkait. 
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Aksi RB 

General: 

1. Aksi yang dimaksud harus merupakan aksi yang memiliki dampak 

langsung terhadap capaian Kegiatan Utama. 

2. Rencana aksi harus jelas dan terukur. 

3. Target triwulanan berupa akumulasi dari triwulan-tniwulanan 

sebelumnya. 

4. Rencana Aksi merupakan output dari Tim Pengelola RB General, jika 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terdapat Tim Pengelola 

RB General di level unit kerja, maka Tim tersebut perlu menyusun 

Rencana Aksi RB Unit Kerja. 

5. Rencana Aksi RB Unit Kerja dapat terdiri dari penjabaran atas 

Rencana Aksi level pusat dan inisiatif unit kerja jika diperlukan. 

6. Jika unit kerja memiliki Rencana Aksi di luar mandat level pusat, 

maka inisiatif tersebut harus melalui proses validasi level pusat 

terlebih dulu sebelum dimasukkan sebagai Rencana Aksi RB Unit 

Kerja. 

7. Rencana Aksi RB General dan Tematik dapat beririsan, sehingga 

dalam proses perencanaan RB mikro, perlu dikoordinasikan secara 

komprehensif oleh Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. 

Penjabaran Rencana Aksi RB General dari level pusat ke unit kerja dapat 

dilihat pada gamban benikut. 
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) Secara umum penyusunan rencano aksi pusat terdapat duo tipe, yoitu mandat instansi yang 
dirumuskan sesual tupoksi instansi terkait dan inisiatif instansi yang merupakan inovasi don 
instansi terkait 

Masn-masing dari rencana aksidisusun oleh setiap unit kerja 

Unit kerjadopatmembenikan inisiatf rencana aksi 

Setelab prosespenyusunan masing-masing rencana aksi kemudian dIakukan prosesvaIidas 

Gambar 3.3. Penyusunan Rencana Aksi RB General 

Sumber: Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro 

Pelaksanaan RB General didasarkan pada perencanaan RB yang telah 

ditetapkan. Tahapan mi merupakan hal strategis yang perlu didukung oleh 

kolaborasi dan keterlibatan unsur terkait. Adapun icunci keberhasilan 

pelaksanaan RB General meliputi: 

1. Komitmen pimpinan dan seluruh anggota 

Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran untuk 

berubah (commitment to change) merupakan faktor penting dalam 

mencapai tujuan RB General. Dengan adanya komitmen kuat yang 

ditandai munculnya keterlibatan aktif dari pimpinan maupun seluruh 

jajaran, maka ide-ide luar biasa dan inovatif akan lebih mudah 

muncul. 

Saat mi baik pimpinan maupun jajaran dituntut semakin cepat 

tanggap agar mampu menangkap pesan dari masyarakat untuk 

membawa organisasi ke arah yang tepat dan lebih maju. Komitmen 



dalam hal mi adalah berorientasi hasil dan fokus pada akar masalah; 

inovatif dan terbuka atas ide barn; pengalaman dan pengetahuan; 

adaptif dan memanfaatkan teknologi; mengedepankan public value; 

serta kolaboratif dan partisipatif. 

2. Menyelesaikan akar masalah 

Seringkali dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tidak berupaya 

mencari akar permasalahan, sehingga masalah yang sama muncul 

kembali. Dalam pelaksanaan RB perlu untuk menyelesaikan akar 

masalah sehingga tidak hanya fokus pada permasalahan yang terjadi, 

namun mengetahui dengan jelas penyebab yang signifikan untuk 

diintervensi sesuai Rencana Aksi yang telah disusun. 

3. Kolaborasi 

Kolaborasi diperlukan untuk mempercepat tercapainya tujuan RB, 

balk kolaborasi internal, lintas unit kerja, mupun dengan stakeholders 

terkait. Pada satu sisi, permasalahan RB semakin kompleks, namun di 

sisi lain pemerintah memiliki berbagai keterbatasan untuk mengatasi 

permasalahan yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, isu strategis 

RB juga dapat berkolaborasi dengan berbagai unsur di luar 

pemerintah mulai dari swasta, akademisi, masyarakat, Non-

Governmental Organization (NGO), dan lain sebagainya. 

4. Inovatif 

Pelaksanaan RB yang semakin tinggi tuntutannya perlu dilakukan 

dengan cara-cara inovatif, tidak dengan cara-cara yang prosedural dan 

terlampau birokratis. K/L/D diharapkan dapat terbuka dengan hal-

hal barn, berpikir ke depan dan out of the box. 

S. Mengelola perubahan melalui Agen Perubahan dan penerapan 

Knowledge management 

Agar resistensi dapat dikurangi dan keberhasilan RB dapat dipercepat, 

maka dalam pengelolaan perubahan dapat dilakukan dengan strategi 

Agen Perubahan dan Knowledge management yang tepat. Agen 

perubahan merupakan perorangan/tim yang berperan sebagai katalis, 

penggerak perubahan, pemberi masukan alternatif solusi, dan 

penghubung komunikasi dalam proses pembangunan RB. Adapun 

penerapan Knowledge management diharapkan efektif meningkatkan 

kualitas pemahaman dan persepsi seluruh entitas internal maupun 

eksternal yang terkait dengan pelaksanaan RB. 



Kunci Keberhasilan Pelaksanaan RB General 

Komitmen 

Pimp man dan selur Ii anggota 

Inovatif 

Out of the box, 

bukan business as usual 

Kolaborasi 

Lintas unit kerja. pusat K/L/D, 

maupun stakeholders 

Gambar 3.4. Kunci Keberhasilan Pelaksanaan RB 

Sumber: Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro 

Agen perubahan yang menjadi salah satu komponen penting dalam 

menyukseskan pelaksanaan RB memiliki peran sebagai berikut: 

1. Memberikari kontribusi bagi Tim Pengelola RB Pusat maupun Tim 

Pengelola RB Unit dalam mengidentifikasi masalah, memberikan 

usulan, dan menyusun rencana aksi. 

2. Menjadi role model bagi pegawai lain. 

3. Sebagai katalis, memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai 

tentang pentingnya perubahan unit kerja. 

4. Sebagai penggerak, perubahan mendorong dan menggerakkan pegawai 

untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan. 

5. Sebagai pemberi solusi, memberikan alternatif solusi bagi yang 

menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan. 

6. Sebagai mediator, memperlancar proses perubahan dan membina 

hubungan antara pihak yang ada di dalam dan pihak di luar 

instansi/unit kerja. 

7. Sebagai penghubung, menghubungkan komunikasi dua arah antara 

pegawai dengan para pengambil keputusan. 

3.3. Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Kampar 

Angka kemiskinan merupakan salah satu hal yang disorot dalam RB 

Tematik dimana angka kemiskinan akan menjadi gambaran atas berbagai 

problematika social terkait. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya 

kemiskinan mulai dari rendahnya kualitas sumberdaya manusia (rendahnya 



tingkat pendidikan dan keterampilan), motivasi yang rendah, pandangan 

dalam hubungan kekeluargaan (cara pandang yang mengganggap orang tua 

sebagai beban), terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai (gaji) dan 

sebagainya. 

Tabel 3.11 Angka Kemiskinan di Kabupaten Kampar Tahun 2020-2022 

Terjadi peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,44% pada tahun 

2021 di Kabupaten Kampar. Hal tersebut bisa jadi sebagai akibat terjadinya 

pandemi COVID- 19. Namun, angka tersebut turun lagi pada tahun 2022 

sebesar 0,7%. Jika dibandingkan kondisi Kampar dgn kondisi kemiskinan di 

Riau menunjukkan bahwa kemiskinan Kampar diatas rata-rata kemiskinan 

Provinsi Riau, tetapi masih di bawah angka kemiskinan nasional. 

Tabel 3.12 Capaian Investasi Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 

(dalam juta) 

Capaian investasi di Kabupaten Kampar menunjukkan realisasi yang 

baik pada tahun 2020 hingga 2021 dimana target terpenuhi bahkan jauh 

melampaui target. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, realisasi 

mencapai 216% dari target dan pada tahun 2021 sebesar 126%. Sedangkan 

pada tahun 2022, realisasi investasi hanya sebesar 59,64% dari target. 

Tabel 3.13 Inflasi Kabupaten Kampar Tahun 2020-2022 

Tahun 2020 2021 2022 

Angka Kemiskinan 

Kabupaten 7,38 7,82 7,12 

Angka Kemiskinan Provinsi 

Riau 7,04 7 6,84 

Angka Kemiskinan 

Indonesia 10,19 9,71 9,57 

2020 2021 2022 

Target 3.496.000 6.272.000 6.227.380 

Realisasi 7.581.333,7 7.9 14.800,7 3.714.110,1 

2020 2021 2022 

Angka 

Inflasi 2,24 1,55 7,04 

Angka inflasi Kabupaten Kampar pada tahun 2022 sesuai dengan 

angka yang ditetapkan BI. Sepanjang 2020, tingkat inflasi Indonesia berada 

di bawah target yang ditetapkan BI yakni 3% plus minus 1%. Kemudian 

angka inflasi di Kabupaten Kampar mengalami penurunan sebesar 0,69% 

pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan inflasi 

sebesar 5,49% padahal Tingkat inflasi Indonesia secara umum masih berada 



di bawah target yang ditetapkan BI yakni 3% plus minus 1%. Angka inflasi 

tersebut bahkan jauh diatas angka inflasi tertinggi Indonesia padaJuli 2022, 

dimana inflasi tercatat sebesar 4,94%. 

Tabel 3.14 Capaian Penanganan Stunting Kabupaten Kampar 
Tahun 2020-2022 

Penanganan stunting di Kabupaten Kampar telah menunjukkan hasil 

Yang cukup balk di tahun 2022. Angka prevalensi stunting yang sempat naik 

di tahun 2021 sebesar 2,63% , kemudian menurun drastis sebesar 11,2% 

menjadi berada pada angka 14,5%. Kenaikan yang sempat terjadi di tahun 

2021 diperkirakan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Penurunan 

angka prevelansi stunting di Kabupaten Kampar mi sesuai dengan 

prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 

21,6% di 2022. 

3.3.1. Menetapkan Tema RB Tematik 

Langkah awal dalam kerangka pembangunan RB Tematik adalah 

menetapkan tema yang akan dijadikan sebagai fokus RB Tematik pada 

tahun berjalan. Instansi pemerintah diberikan keleluasaan untuk memilih 

satu atau lebih dari empat tema yang akan diangkat sebagai fokus RB 

Tematik. Dalam menetapkan tema, instansi pemerintah perlu berangkat dan 

evidence berupa data yang kuat dan relevan (evidence based policy). Data 

merupakan komponen penting pada tahap mi karena data tersebut akan 

ditransformasikan menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar 

penetapan tema. Data yang digunakan dapat berupa data primer maupun 

sekunder, baik dari internal maupun eksternal instansi pemerintah. 

TAHUN 

2020 2021 2022 

Prevalensi Stunting 

Kabupaten Kampar 23,07 25,7 14,5 

Metode yang digunakan adalah melalui evaluasi terhadap kinerja 

diinginkan yang dibandingkan dengan kinerja existing. Setelah melakukan 

identifikasi terhadap kinerja yang diinginkan dengan kinerja existing yang 

ada, maka selanjutnya adalah memperhatikan gap yang muncul dari kedua 

kinerja/kondisi tersebut. Keberhasilan Pelaksanaan RB Tematik tidak 

terlepas dari kemampuan instansi pemerintah dalam mengenali adanya 

permasalahan kesenjarigan antara kinerja yang sudah ada dengan kinerja 

Yang akan dicapai dalam RB Tematik. 



RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020-2024 yang memiliki 
waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan 
beberapa ketentuan sebagai benkut: 

Tema dipilih dari 5 Tema Tematikyang telah ditetapkan yaitu: 

Penanggulangan 
Kemiskinari 

Peningkatan 
Investasi 

Dig italisasi 
Pemerintahan 

IL 
Peningkatan Penggunaan 

Produk Dalam Negeri (PDN) 

Rp 

Pengen  in"  llan Inflasi 

Gambar 3.5. Tema RB Tematik 

Sumber: Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro 

K/L/D dapat memilih tema yang akan diambil berdasarkan hasil 

analisis atas data yang ada. Dalam memilih tema, instansi pemerintah 

setidaknya perlu mempertimbangkan lima faktor atau kriteria berikut: 

1. Faktor kesesuaian dengan Prioritas K/L/D 

Faktor kesesuaian diartikan sebagai upaya K/I/D untuk menemukan 

kesesuaian tema yang dipilih berdasar kondisi prioritas clan data 

eksisting yang dimiliki K/L/D. Sebagai contoh, untuk Daerah dapat 

menemukan kesesuaian dengan meninjau prioritas pembangunan 

daerah atau tupoksi utama instansi yang ada pada dokumen 

RPJMD/RPJPD. Artinya suatu tema menjadi masalah khusus clan 

memperoleh perhatian sehingga dijadikan sebagai prioritas dalam 

dokumen perencanaan K/L/D. 

2. Faktor keparahan masalah 

Urgensi penyelesaian masalah yang menjadi tupoksi K/L/D menjadi 

salah satu faktor utama dalam penentuan tema RB Tematik. Artinya 

bahwa tema yang dipilih dianggap telah mencapai tahap yang krisis 

clan tidak dapat diabaikan. 



3. Faktor dampak terhadap ekonomi/kesejahteraan masyarakat 

Dampak ekonomi atau kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu 

faktor utama penentu pemilihan tema RB Tematik. Hal mi 

dikarenakan, apabila tema tersebut tidak dipilih maka akan 

mempengaruhi secara signifikan berupa dampak negatif di sektor 

ekonomi ataupun berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan 

masyarakat. Sebaliknya, apabila tema itu dipilih, maka akan 

mempengaruhi secara signifikan berupa dampak positif di sektor 

ekonomi ataupun berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Faktor potensi 

Faktor lain yang juga sangat penting untuk menjadi pertimbangan 

dalam pemilihan tema adalah adanya potensi yang dimiliki K/L/D. 

Artinya bahwa tema yang dipilih didasarkan pada aset kekayaan yang 

dimiliki daerah atau instansi yang dapat dijadikan sebagai sarana 

pembangunan. 

5. Faktor percepatan kinerja 

Percepatan Kinerja K/L/D dalam pelaksanaan pembangunan RB 

menjadi faktor utama lainnya dalam pemilihan tema RB Tematik. 

Artinya bahwa ketika ditemukan kondisi yang tidak signifikan negatif 

pada data yang ada, maka instansi dapat memilih tema yang masih 

memerlukan percepatan intervensi agar memperoleh hasil kinerja yang 

lebih optimal. 

Tabel 3.15 Form Penetapan Tema 

Tema Sasaran Indikator Base line Target 

Tematik 2022 2023 2024 

Persentase 

Kemiskinan Tematik Penduduk 7,12 7,51 7,25 

Miskin 

Nilai 

Investasi Tematik Realisasi 6.227.380 2.526.192 

Investasi 

Digitalisasi
Tematik Indeks SPBE 2,22 2,6 3 

Pemerintahan 

Inflasi Tematik Tingkat 7,04 1,82 
Inflasi 

Stunting
Tematik Prevalensi

14,5 16 14 
Stunting 



Sumber: Pemerintah Kabupaten Kampar 2023 

Berikut adalah pengisian form penetapan tema. 

Tabel 3.16. Pengisian Form Penetapan Tema 

Sumber: Pemerintah Kabupaten Kampar, 2023 

Untuk RB Tematik tema yang diambil bisa lebih dari satu, sesuai 

dengan kondisi eksisting dan target yang ingin dicapai Pemerintah 

Kabupaten Kampar. Merujuk pada table di atas, maka terdapat 2 tema yang 

dapat diambil yaitu kemiskinan dan stunting. 

3.3.2. Identifikasi Masalah (Bottleneck) 

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan disaat telah menentukan 

tema, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mengidentifikasi dan 

mengurai akar masalah yang berkaitan dengan tata kelola pada isu/program 

prioritas pemerintah. Banyak sekali ditemukan kebijakan yang dibuat tidak 

menyentuh secara langsung akar permasalahan, sehingga identifikasi 

permasalahan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal mi kerap 

mengakibatkan permasalahan yang sama terjadi lagi dari tahun ke tahun 

karena tidak terselesaikan dengan balk. Selanjutnya perlu menatapkan 

fokus intervensi setelah melakukan identifikasi masalah. Fokus intervensi 

merupakan aspek yang akan mendapatkan intervensi dalam kegiatan RB 

Tematik. Dasar untuk menentukan fokus intervensi adalah dari hasil dan 

identifikasi permasalahan yang dianggap memiliki Skala potensi paling 

tinggi. 

Peningkatan
Persentase

Produk 
Produk Tematik 25 40 50 
Dalam Negeri

Dalam 

Negeri 

Kesesuaian Dampak Potensi Keparahan terhadap yang Percepatan Total Ranking No Target Kondisi Target Prioritas
Ünki Kinerjald Tahunan Eksisting RPJMD/RPD Masalah Kesejahteraan d

Masyarakat 
1 Kemiskinan 7,12 7,51 10 7 8 7 8 40 1 
2 Investasi 6.227.380 2.526.192 10 7 7 7 8 39 2 

Digitalisasi 2,22 2,6 10 7 7 7 8 39 2 
Pemerintahan 

4 Stunting 14,5 16 10 8 7 7 8 40 1 
Peningkatan 

5 Produk 25 40 10 5 7 7 7 36 
Dalarn Negeri 

6 Inflasi 7,04 1,82 10 5 7 7 7 36 3 

Berbaagai macam metode mulai dari fishbone analysis, metode critical 

success factor, matrix action priority, hingga berbagai metode lainnya dapat 

diterapkan dalam penetapan fokus intervensi. Matriks Eisenhower menjadi 

salah satu contoh metode lainnya yang dapat diterapkan. Matriks mi dapat 
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Penetapan Kinerja 

Id.ntIfkasi p 
berfokus pi 
pemedntahai 
Iangsung maupun tidak 
angsung, s.hingga soIus 

yang ditemukan ad" 
terkait dengan tate ketola 
pemerintahan) 

membantu mengatur dan memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi 

(urgency) dan kepentingan (importance). 

Berikut mi adalah ciri-ciri yang hams dimiliki oleh Fokus intervensi: 

1. Berdampak, penetapan fokus intervensi merupakan pilihan yang 

paling berdampak baik pada keseluruhan proses bisnis maupun pada 

masyarakat secara langsung. 

2. Hasil dapat dirasakan secara cepat. 

3. Memiliki urgensi tinggi, penetapan fokus intervensi adalah yang paling 

memiliki urgensi tinggi dan perlu untuk segera diintervensi. 

Sebagaimana pemilihan tema, maka pemilihan fokus intervensi hams 

merupakan alternative pilihan yang apabila tidak segera dilaksanakan 

akan memberikan dampak negatif. 

3.3.3. Penetapan Kinerja / Log Frame 

Langkah selanjutnya dalam kerangka perencanaan reformasi birokrasi 

tematik, instansi pemerintah perlu menyusun kerangka logis berdasarkan 

fokus intervensi yang telah ditetapkan. 

Identifikasi 
Masalah 

(Bootleneck) 

• Mencri akar 
perrnasalahan dari suatu 
tema 

• Dapat menggunakan 
teknik 5Whys, root 
cause, Fishbone, dsb 

Menetapkan 
Fokus Intervensi 

• Berdampak 

• Hasil dapat 
dirasakan secara 
cepat 

• Memitiki urgensi 
tinggi 

Menyusun 
Kerangka Logis 

• Berdasarkan fokus 
intervensi yang 
telah ditentukan 

• Dapat 
menggunakan 
berbagai tools, 
salah satunya 
menggunakan 
CSF 

Gambar 3.6 Penetapan Kinerja 

Sumber: Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro 



3.3.4. Penyusunan Rencana Aksi 

Setelah organisasi pemerintah memiliki kerangka kerja logis untuk 

kinerjanya, langkah selanjutnya adalah menetapkan tindakan yang 

diperlukan untuk menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan masalah utama, 

tindakan utama yang hams dilakukan adalah dengan membuat rencana 

tindakan yang didasarkan pada rangka kerja logis yang telah ditetapkan 

pada tahapan sebelumnya. Rencana mi mencakup rumusan output, 

indikator, dan target waktu penyelesaian. Selain itu, harus ditetapkan 

organisasi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan 

melaksanakan setiap rencana sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Rencana aksi penting karena akan memecah proses mencapai tujuan 

menjadi tugas-tugas yang dapat dilakukan. Rencana aksiini akan membuat 

lebih jelas siapa yang mengerjakan apa dan kapan selesai. Penyusunan 

dilakukan oleh koordinator program tematik bersama dengan instansi yang 

relevan. Gambar format rencana aksi RB Tematik menunjukkan cakupan 

atas permasalahan, aksi perbaikan, output, indikator, target waktu 

penyelesaian, instansi yang bertanggung jawab sebagai koordinator, dan 

pelaksana aksi perbaikan. 
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•.. Melaksanakan Kebijakan level meso yang telah 
ditetapkan oleh Leading Institution dan telah 
diakomodir dalam roadrnap RB 

•• tlelaksanakan Kebijakan Nasional yang ditetapkan 
oleh Presiden/Wakil Presiden terkait RB 

MmtjpkanR--
AW Tindk Ljt 

RJTL) 

Mendesain kegiatan dan Rencana Aksi RB internal 
yang sesuai dengan kekhasan masalah/isu terkait 
tata Kelola internal yang dianggap dapat 
menghambat pencapaian kinerja dan peningkatan 
kualitas pelayanan publik 
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PELAKSANAAN RB LEVEL MIKRO 

BAB IV 

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

4.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

4.1.1. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Dimensi Prioritas Nasional dan Dimensi Prioritas Instansional menjadi 

dasar dalam pelaksanaan RB mikro sebagaimana diilustrasikan pada 

Gambar 4.1. Pelaksanaan yang didasarkan pada dimensi Prioritas Nasional 

berarti pelaksanaan RB mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh 

kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan makro 

dan meso yang bersifat wajib. Pelaksanaan yang didasarkan pada dimensi 

Prioritas Instansional berarti pelaksanaan RB harus sesuai dan selaras 

dengan kebijakan nasional terkait tata kelola internal 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang masih menjadi kendala 

dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan 

kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan RB level mikro akan 

dipantau dan dievaluasi. 

Gambar 4.1. Pelaksanaan RB Level Mikro 

Sumber: PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023 

Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan RB pada level mikro yaitu: 

1. Menetapkan Road Map RB 

Tahapan yang paling utama dan menjadi penentu arah 

pelaksanaan RB setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah 

yaitu pada tahapan menetapkan Road Map RB mi. Setidaknya ada 

beberapa poin yang perlu ditetapkan dalam Road Map RB 



kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah antara lain isu strategis 

terkait tata kelola pemerintah baik nasional maupun instansional, 

capaian RB instansional, tujuan dan sasaran strategis RB 

instansional, strategi dan program RB instansional baik general 

maupun tematik, serta manajemen/pengelolaan RB instansional. 

Setelah penajaman dilakukan maka perlu menyesuaikan bagi 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang telah memiliki Road 

Map RB. Selanjutnya, perlu dilakukan pula penyelarasan Road Map 

RB dengan rencana jangka menengah (RPJM/Renstra) agar kebijakan 

dalam Road Map RB dapat dilaksanakan dan menjamin kebijakan 

Yang ditetapkan dalam Road Map RB mendapatkan alokasi 

pembiayaan. 

2. Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB 

Tahapan mi dilakukan dengan tujuan mengoperasionalkan 

strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Road Map RB 

instansi. Rencana aksi setidaknya harus berisi tentang rincian 

kegiatan, indikator output dari rincian kegiatan, target, waktu 

pelaksanaan, serta penanggung jawab program. 

3. Mengelola pelaksanaan rencana aksi 

Pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi 

menjadi hal yang dilakukan pada tahap mi. Secara berkala tim atau 

Unit Pengelola RB Internal (Strategic Transformation Unit (STU)) perlu 

memastikan pelaksanaannya melalui monitoring setelah rencana aksi 

disusun dan penetapan penanggung jawab kegiatan. Pelaksanaan 

rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat 

daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola RB 

Internal yang menangani hal tersebut. 

4. Monitoring dan Evaluasi RB 

Monitoring dan evaluasi RB yang dilakukan untuk beberapa 

tujuan. Pertama, mengukur ketercapaian target pada indikator 

sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB agar dapat 

memantau keberhasilan pelaksanaan RB. Kedua, menilai 

keberhasilan/ efektivitas rencana aksi. Ketiga, menilai kualitas 



pengelolaan RB internal. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB 

dilakukan secara internal oleh masing-masing 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara berkala minimal 

setiap 6 (enam) bulan. 

5. Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) 

Tahapan mi akan menjadi masukkan penyusunan rencana aksi 

tahun berikutnya sebab ditetapkan berdasarkan tindak lanjut dan 

hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada 

tahap mi kementerian/lembaga/pemerintah daerah telah 

mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB 

dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan 

serta melakukan tindak lanjut perbaikan. 

4.1.2. Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional 

Perlu dilakukan pengelolaan yang balk untuk mencapai 

pelaksanaan RB yang berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan. 

Agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target 

dan jadwal yang telah disusun maka perlu dibentuk tim yang berperan 

untuk melakukan pengelolaan RB. Organisasi pelaksanaan RB sesuai 

dengan level pelaksanaan kebijakan RB itu sendiri, yaitu makro, meso, 

dan mikro. 

Tabel 4.1 Pelaksana RB Nasional 

Level Ruang Lingkup 
Pelaksana 

Pelaksanaan Pelaksanaan Peran 

Makro Menetapkan strategi • Komite Pengarah 

dan arah kebijakan RB Reformasi Birokrasi 

Nasional serta Nasional (KPRBN) 

melakukan monitoring • Sekretariat Eksekutif 

dan evaluasi KPRBN 

pencapaian hasil RB • Tim Reformasi Birokrasi 

Nasional Nasional (TRBN) 

Meso Menetapkan kebijakan • Unit Pengelola Reformasi 

turunari dari strategi Birokrasi Nasional (UPRBN) 

dan arah kebijakan • Tim Independen 
level makro, serta Reformasi Birokrasi 

memastikan Nasional (TIRBN) 
pelaksanaan kebijakan • Tim Penjamin Kualitas 

tersebut oleh seluruh Reformasi Birokrasi 

kementerian / lembaga/ Nasional (TPKRBN) 

pemerintah daerah • Kementerian/lembaga 

Leading Institution 

• Kementerian/ lembaga 

Leading Sector 



Sumber: PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023 

4.1.2.1 Pelaksana Level Makro 

Pelaksanaan RB Nasional pada level makro adalah untuk memastikan 

RB mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui penetapan arah 

kebijakan RB, penetapan kebijakan prioritas RB, serta penyempurnaan 

regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan RB. Wakil Presiden 

sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) 

berhak menetapkan arah kebijakan RB sesuai dengan prioritas 

pembangunan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, 

Ketua KPRBN dibantu oleh Sekretariat Eksekutif KPRBN yang bertugas atas 

nama Ketua KPRBN untuk mengorkestrasi, mengkoordinasikan, 

mengkonsolidasikan, serta mengevaluasi berbagai kebijakan yang terkait 

dengan RB kepada kementerian/lembaga. 

Level Ruang Lingkup 
Pelaksana 

Pelaksanaan Pelaksanaan Peran 

Mikro Mengimplementasikan Masing-masing 

seluruh kebijakan RB kementerian/lembaga/pem 

yang telah ditetapkan erintah daerah 

pada tingkat makro 

dan meso, serta 

mengelola pelaksanaan 

setiap program dan 

kegiatan mikro RB 

agar dapat terlaksana 

dengan masif dan 

komprehensif pada 

setiap unit kerja 

1. Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) bertugas 

untuk: 

a. Menetapkan arah kebijakan nasional sebagai landasan 

pelaksanaan RB untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik; 

b. Menetapkan kebijakan dan program strategis pelaksanaan 

RB; 

c. Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan RB 

yang tidak dapat diselesaikan oleh TRBN; dan 

d. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu waktu 

apabila diperlukan kepada Presiden. 

2. Sekretariat Eksekutif KPRBN bertugas untuk menyiapkan 

dukungan administrasi, teknis dan substansi kepada ketua 

KPRBN. 



3. Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) bertugas untuk: 

a. Merumuskan kebijakan dan strategi operasional RB Nasional; 

b. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan RB 

Nasional; 

c. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi 

pelaksanaan program RB; 

d. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para 

pemangku kepentingan (stakeholders); dan 

e. Melaporkan kemajuan pelaksanaan RB Nasional kepada 

KPRBN. 

4.1.2.2. Pelaksana Level Meso 

1. Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) sebagai 

koordinator dalam gabungan Leading Institution bertugas untuk: 

a. Membantu TRBN dalam mengkoordinasikan perumusan 

kebijakan operasional RB Nasional; 

b. Membantu TRBN dalam mengimplementasikan berbagai 

kebijakan pelaksanaan RB Nasional, baik bersifat makro, meso 

maupun mikro; 

c. Memantau perkembangan kemajuan pelaksanaan RB Nasional; 

d. Memberikan saran dan masukan atas hasil evaluasi 

pelaksanaan RB pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah 

yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB; dan 

e. Melaporkan kemajuan pelaksanaan RB nasional setiap triwulan 

kepada TRBN. 

2. Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) berfungsi 

memberikan saran dan masukan secara independen kepada TRBN 

dan KPRBN tentang pelaksanaan RB. 

3. Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (TPKRBN) 

merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan 

tugas TRBN, yang memiliki tugas untuk: 

a. Memastikan pelaksanaan RB sesuai dengan Grand Design RB 

Tahun 2010-2025 dan Road Map RB 2020-2024; 

b. Memberikan saran pemecahan masalah terkait dengan penjamin 

kualitas pelaksanaan program RB Nasional kepada KPRBN; 



c. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap 

kemungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan RB dan 

mengusulkan rencana mitigasi risiko; 

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada beberapa 

kementerian/lembaga tertentu terhadap pelaksanaan RB; dan 

e. Perumusan rekomendasi terhadap hasil penjamin kualitas, 

monitoring dan evaluasi dalam rangka pemberian rekomendasi 

kepada komite pengarah. 

4. Kementerian/Lembaga yang ditunjuk sebagai Leading Institution 

adalah pihak yang ikut mengawal pelaksanaan RB bertugas untuk 

merumuskan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan, melakukan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, memberikan 

pembinaan dan pelatihan perumusan kebijakan, dan melaporkan 

pelaksanaan kebijakan kepada TRBN. 

Tabel 4.2 Leading Institution dalam RB 

No. Instansi Pemerintah Peran 

1. Kementerian • Perumusan kebijakan aparatur 

Pendayagunaan Aparatur negara yang berkualitas; 

Negara dan Reformasi • Perumusan kebijakan dan strategi 
Birokrasi operasional RB Nasional; 

• Pembinaan dan Pengawasan 

kementerian/ lembaga/ pemerintah 

daerah dalam pelaksanaan kebijakan 

RB nasional; 

• Perumusan kebijakan kelembagaan 

dan tata laksana nasional; 

• Perumusan kebijakan pelayanan 

publik nasional. 

2. Kementerian Dalam • Pembinaan dan Pengawasan 
Negeri pemerintah daerah dalam pelaksanaan 

kebijakan RB nasional. 

3. Kementerian Keuangan • Merumuskan dan mengawasi 

penganggaran dalam perencanaan 

serta pelaksanaan pembangunan 

nasional. 

• Pelaksanaan integrasi perencanaan 

dan penganggaran. 

• Pengelolaan Barang Milik Negara 

(BMN). 

4. Kementerian PPN/ Badan • Sinkronisasi dan kolaborasi 
Perencanaan perencanaan, serta pelaksanaan 
Pembangunan Nasional pembangunan nasional. 

• Pelaksanaan integrasi perencanaan 

dan penganggaran. 
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5. Kementerian Komunikasi • Penerapan layanan internal 
dan Informatika	 pemerintah berbasis elektronik yaitu 

implementasi aplikasi umum SPBE dan 
pengembangan inovasi internal. 

• Penguatan kualitas infrastruktur 

SPBE. 

• Integrasi layanan publik berbasis 

elektronik (e-service) 

6. Kementerian Hukum dan • Sinergitas regulasi berbasis 

HAM simplifikasi. 

• Partisipasi publik dalam 

pembentukan peraturan perundang- 

undangan. 

7. Lembaga Administrasi • Peningkatan kompetensi ASN sesuai 

Negara kebutuhan pembangunan nasional. 

• Peningkatan pelaksanaan Evidence 

based policy. 

8. Badan Kepegawaian • Koordinasi implementasi kebijakan 

Negara terkait manajemen ASN. 

• Pemutakhiran data PNS. 

9. Badan Pemeriksa • Mengawal kualitas 

Keuangan pertanggungj awaban penggunaan 

APBN/APBD dan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan keuangan. 

10. Badan Pengawasan • Penguatan pengawasan internal 

Keuangan dan pemerintah dan program pembangunan 

Pembangunan nasional. 

• Penguatan penerapan manajemen 

risiko. 

11. Komisi Pemberantasan • Mereview celah-celah korupsi setiap 

Korupsi (KPK) peraturan perundang-undangan. 

• Penguatan upaya pencegahan 

korupsi. 

12. Arsip Nasional Republik • Penguatan pengelolaan arsip digital. 

Indonesia (ANRI) 

13. Lembaga Kebijakan • Kepatuhan pelaksanaan pengadaan 

Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Barang/Jasa Pemerintah 

(LKPP) 

14. Badan Pusat Statistik • Penguatan penyelenggaraan data 
(BPS) statistik sektoral. 

15. Komisi Aparatur Sipil • Mengawasi pelaksanaan norma 

Negara dasar, kode etik dan kode perilaku 

ASN, serta penerapan sistem merit 

dalam kebijakan dan manajemen ASN 

pada instansi pemerintah 

5. Kementerian/Lembaga yang merupakan leading sector yang memiliki 

peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator 

secara nasional dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam RB 

Tematik. 
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4.1.2.3. Pelaksana Level Mikro 

Pelaksana RB di level mikro merupakan pelaksanaan RB oleh instansi 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah masing-masing. Pada 

implementasinya setiap pelaksanaan RB pada level mikro dikoordinasikan 

oleh Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hal mi untuk memastikan bahwa 

program-program meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistemik, 

komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Dalam rangka untuk 

memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Jenderal/ Sekretaris 

Utama/ Sekretaris kementerian / lembaga/pemerintah daerah setiap 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim atau Unit 

Pengelola RB Internal (Strategic Transformation Unit (STU). Struktur STU 

bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk barn, melainkan bisa dengan 

memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau 

dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk 

menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk 

memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran 

strategis program pembangunan. 

Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di 

internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat 

Utama/ Inspektorat/ Satuan Pengawas Internal di 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah. 

Gambar 4.2. Pelaksana RB Level Mikro 
Sumber: PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2023 

Tim atau unit pengelola RB tersebut akan berperan sebagai penggerak, 

pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di masing-masing 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja di 

dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB instansi mi adalah: 



1. Merumuskan Road Map pelaksanaan RB di lingkungan instansi 

dan unit kerja; 

2. Melaksanakan Road Map RB dan program-program prioritas di 

setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta unit kerja; 

3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan 

dengan baik; 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan 

RB di instansi dan unit kerjanya; dan 

5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target 

yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan 

stakeholders. 

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Internal 

kementerian/lembaga/ pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan 

berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan 

keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB 

internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif. 

4.1.3. Pengelola Reformasi Birokrasi Kabupaten Kampar 

4.1.3.1.Tim Pengelola RB General 

Tim Pengelola RB General yang dibentuk merupakan tim efektif yang 

mampu bekerja secara fokus dalamPembangunan RB. Tim Pengelola RB 

General dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penanggungjawab merupakan Sekretaris 

Jenderal/Sekretaris/Sekretaris Utama K/L/D 

2. Dalam satu K/L/D tim tersebut dapat terdiri dari Tim Pengelola RB 

General Pusat dan Tim Pengelola RB General Unit. 

3. Tim bersifat organisasi permanen (STU) atau unit yang memiliki fungsi 

sama 

4. Tim Pengelola RB Pusat adalah pejabat dari unit kerja yang memiliki 

fungsi dukungan manajemen internal (melaksanakan seluruh 

Kegiatan Utama mandatory) dan perwakilan unit kerja yang memiliki 

fungsi kesekretariatan di masing-masing eselon I dan/atau unit kerja 

level di bawahnya sesuai kebutuhan. 

Terdapat tiga model Tim Pengelola RB General, model mi merupakan 

contoh dan bersifat opsional. Jika K/L/D memiliki model lain yang lebih 

sesuai dengan kondisi internal dan eksternal K/L/D maka dipersilakan 
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membentuk Tim tersebut sesuai dengan kebutuhan percepatan pencapaian 

RB Mikro. Tiga model tersebut dapat dilihat pada matriks perbandingan 
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Gambar 4.3. Model Tim Pengelola RB General 

Sumber: Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro 

Dalam penentuan Model 1, 2 atau 3, K/L/D dapat mengikuti panduan 

kriteria penetapan model tim pengelola RB K/L sebagaimana yang 

diilustrasikan pada gambar 4.4. Penentuan model dipilih berdasarkan tipe 

kementerian/lembaga/daerah, level pusat, struktur unit vertical, unit 

mandiri setara eselon II, dan unit vertical di daerah. 
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Gambar 4.4. Model Tim Pengelola RB 

Sumber: Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro 

4.1.3.2 .Tim Pengelola RB Tematik 

Tim Pengelola RB Tematik terdiri dan komponen sebagai berikut: 

1. Ketua Tim merupakan pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan 

K/L/D 

2. Bersifat adhoc, berbentuk squad team (kelompok atau satuan 

tim 

3. Terdiri dari unit kerja yg memiliki fungsi yang terkait dengan 

pelaksanaan Tema RB Tematik 



Ketua Tim: Pejabat yang 

ditunjuk oleh Pimpinan 

K/L/D 

Anggota 

Unit Kerja A 

Unit Keja B 

Unit Kerja X 

Tim Pengelola RB Tematik 

Contoh: Misalkan Tim RB Tematik terdiri dari Unit Kerja A, Unit Kerja 

B dan Unit Kerja X, maka Ketua Tim berasal dari Pejabat yang ditunjuk oleh 

pimpinan K/LID, sedangkan yang lainnya menjadi anggota. Ilustrasi 

tersebut terdapat pada gambar berikut: 

Gambar 4.5. Tim Pengelola RB Tematik 

Sumber: Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro 

4.1.4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kampar 

Ketika RB Mikro dilaksanakan, baik RB Tematik maupun RB Generik 

dapat berinteraksi satu sama lain, sehingga pelaksanaannya harus 

dikoordinasikan secara menyeluruh antara RB General dan RB Tematik. 

Kesuksesan pelaksanaan RB Tematik bergantung pada faktor-faktor berikut: 

1. Komitmen 

Yang dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh anggota. 

2. Menyelesaikan akar masalah 

Bukan fokus hanya pada masalah, tapi akar masalah. 

3. Kolaborasi 

Melibatkan berbagai unit kerja dari sector yang beraneka ragam 

baik di tingkat pusat K/LID, maupun stakeholders. 

4. Inovatif 

Aksi atau kegiatan yang dilakukan bersifat out of the box, bukan 

business as usual. 

4.2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

4.2.1. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi 

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi terbagi menjadi dua level, 

yakni di tingkat nasional (RB Nasional) dan di tingkat instansi (RB 

Instansional). Monitoring dan evaluasi akan berfokus pada capaian 



hasil pelaksanaan RB baik output (keluaran) maupun outcome (hasil). 

Monitoring dan evaluasi di tingkat nasional dilakukan oleh UPRBN, di 

tingkat instansi dilakukan oleh leading institution dan UPRBN. 

4.2.2. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dilakukan secara semesteran melalui forum money antar 

leading institutions dengan melibatkan UPRBN, TRBN, TIRBN, 

TPKRBN, dan KPRBN. Sedangkan, evaluasi dilakukan secara tahunan 

melalui pelaporan hasil evaluasi oleh UPRBN dengan mengkompilasi 

laporan hasil evaluasi dari leading institutions yang disampaikan 

kepada KPRBN dan TRBN dengan tembusan kepada TIRBN dan 

TPKRBN. Pengaturan mengenai evaluasi secara khusus akan 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB baru pengganti Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan RB. 

4.2.3 Monitoring dan Evaluasi Internal RB General 

Monitoring dan Evaluasi dilakukan berdasarkan Rencana Aksi RB 

General. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika 

pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dilakukan 

analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Hal 

tersebut dilakukan secara berkala pada tiap triwulanan dan tahunan oleh 

seluruh K/L/D oleh Evaluator Internal. Monitoring dan Evaluasi Internal RB 

General mencakup 3 komponen yaitu: 

1. Apa: Berdasarkan Renaksi RB General 

2. Frekuensi : Triwulanan dan Tahunan 

3. Siapa: Evaluator Internal 

4.2.4. Monitoring dan Evaluasi serta Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) RB 

Tematik 

Monitoring dan Evaluasi RATL didasarkan pada Dokumen Rencana 

Aksi RB Tematik. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap triwulan (tiga 

bulan) dan setiap tahun. Evaluator Internal mengawasi dan menilai. Selama 

pelaksanaan, RB General dan Tematik dapat berinteraksi satu sama lain, 

sehingga Money RB Mikro hams komprehensif dikoordinasikan antara 

General dan Tematik (bukan silo). Monitoring dan Evaluasi Internal RB 

Tematik mencakup 3 komponen yaitu: 



1. Apa: Berdasarkan Renaksi RB Tematik 

2. Frekuensi : Triwulanan clan Tahunan 

3. Siapa: Evaluator Internal 

Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah akan mengatur hal mi lebih 

lanjut. 
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PENUTUP 

Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang 

baik adalah melalui reformasi birokrasi, yang melibatkan pembaharuan dan 

perubahan besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama 

yang berkaitan dengan organisasi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan 

sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi jelas merupakan tugas 

yang menantang. Semua pihak hams terlibat dalam pelaksanaan, 

pengawasan, dan evaluasi. Pemimpin harus menjadi contoh perubahan dan 

perubahan. Agar reformasi birokrasi berhasil, reformasi harus dilakukan 

secara konsisten dan konsisten. 

Pada akhirnya, Roadmap RB dimaksudkan untuk membangun 

pemerintahan yang bersih, efisien, dan berdaya saing yang dapat mendorong 

pembangunan nasional, daya saing global, dan peningkatan pelayanan 

publik. Praktik RB yang efektif akan menjadi dasar untuk memberikan 

layanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kampar yang cepat, cepat, 

tanggap, tepat, profesional, dan bebas dari kecurangan. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah 

membantu kami menyusun pekerjaan mi. Kami sadar bahwa pekerjaan mi 

masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik 

dan saran untuk membantu kami memperbaiki hal-hal di masa mendatang. 
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